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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota
Makassar Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan
ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Sosial Kota Makassar dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada
masyarakat, sekaligus sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas kinerja dalam tata
kelola pemerintahan.

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan pembangunan
daerah seiring dengan berakhirnya periode RPIJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan
dimulainya periode perencanaan pembangunan daerah yang baru melalui RPIJMD Kota
Makassar Tahun 2025-2030. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyesuaian
dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun dokumen perencanaan perangkat
daerah, termasuk penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang
digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Dalam masa transisi tersebut, penyusunan LK]jIP Dinas Sosial Kota Makassar
Tahun 2025 tetap memperhatikan kesinambungan antara dokumen perencanaan yang
berlaku pada periode sebelumnya dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang baru.
Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja pada tahun 2025 masih mengacu pada
RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 beserta dokumen Rencana Strategis Dinas
Sosial yang berlaku, sekaligus mulai menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan
yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial
Kota Makassar pada tahun 2025 juga tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2025 serta mempertimbangkan arah kebijakan
pembangunan pada periode perencanaan berikutnya. Pendekatan ini dilakukan untuk
menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan
program dan Kkegiatan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta
kebutuhan masyarakat, khususnya dalam upaya peningkatan perlindungan sosial bagi
kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Melalui penyusunan LK]IP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas
dan akuntabel mengenai capaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar selama tahun 2025,
sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan
program, serta pengukuran kinerja perangkat daerah pada periode pembangunan

berikutnya.



Akhirnya, kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, oleh
karena itu saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan
pelaporan kinerja di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan
manfaat dalam mendukung peningkatan kinerja dan pelayanan kesejahteraan sosial di

Kota Makassar.
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025
merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Sosial yang memuat rencana, capaian, serta realisasi indikator kinerja dari sasaran
strategis perangkat daerah. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka meningkatkan
transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tahun 2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan pembangunan daerah seiring
dengan berakhirnya RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 serta dimulainya dokumen
RPIJMD 2025-2030. Kondisi ini berdampak pada proses penyelarasan dokumen
perencanaan perangkat daerah, termasuk penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama
(IKU) Dinas Sosial Kota Makassar. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja
tahun 2025 tetap mengacu pada indikator kinerja RPJMD sebelumnya sekaligus mulai
menyesuaikan dengan indikator kinerja utama yang baru.
Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kota Makassar melaksanakan 6 program, 16
kegiatan, dan 64 sub kegiatan dengan total anggaran pada APBD Perubahan sebesar
Rp26.462.111.000 dan realisasi keuangan sebesar Rp21.034.399.729 atau 83,33%.
Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan
perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan
kualitas tata kelola pemerintahan.
Secara umum, capaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 menunjukkan hasil
yang baik dan merupakan hasil dari kerja sama seluruh aparatur serta dukungan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan
sosial kepada masyarakat.
Capaian Kinerja berdasarkan RPJMD 2021-2026
Pelayanan Publik
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 94,14%, meskipun target yang
ditetapkan adalah 100%. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan
dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.
1. Kualitas Laporan
Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah
meningkat menjadi 79,70%, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 70%.
Peningkatan ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas laporan kinerja.

2. Perlindungan Sosial



Capaian sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya perlindungan sosial
masyarakat miskin, dengan tiga IKU yaitu :
a. Persentase pengelolaan data kemiskinan dengan target 100%.

Berdatasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), data
yang dikelola Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2025 yaitu 473.501
Jiwa dan 131.397 KK yang terdiri dari desil 1 hingga desil 5. Dari data
tersebut terdata 29.463 KK yang menjadi penerima bantuan PKH dan
BPNT, 290.669 Jiwa yang menjadi Penerima Bantuan luran Jaminan
Kesehatan APBN.

Formulasi perhitungan untuk mendapatkan realisasi kinerja yaitu

Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial X 100%
Jumlah Warga yang masuk kategori miskin

diperoleh perbandingan yaitu

290.669

473501 X 100% =61,76%

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

e Adanya tenaga Operator Data Dinas Sosial di tiap Kecamatan, dan
Operator Pengisian Data di kelurahan sekota Makassar

e Perubahan sistem secara nasional dari DTKS menjadi DTSEN.

e Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan melalui APBD tidak
hanya diberikan kepada masyarakat yang terdata dalam DTSEN
sehingga tidak dapat disandingkan.

b. Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan target 100%. Untuk mendapatkan

realisasi kinerja digunakan,

Formulasi perhitungan untuk mendapatkan realisasi kinerja yaitu

Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya X 100%
Jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial

diperoleh perbandingan yaitu

901

0% = 0
901 X 100% = 100%



Capaian tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

e Terdapat 4 (empat) tim reaksi cepat, antara lain ; Tim penertiban
ODGJ, tim penertiban anak jalanan dan gelandangan pengemis, tim
penjangkauan lansia terlantar dan tim Kupu-kupu Malam (KUMAL);

e UPTD RPTC telah memiliki 9 (sembilan) orang pekerja sosial yang
menangani PMKS terlantar;

e Telah dilaksanakannya Posko anak jalanan dan gelandangan dan

pengemis.

c. Persentase pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana
dengan target 100%. Untuk mendapatkan realisasi kinerja digunakan

Formulasi perhitungan untuk mendapatkan realisasi kinerja yaitu

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
Populasi korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

diperoleh perbandingan yaitu

7019
7000 X 100% =100,44%

Capaian tersebut diperoleh dengan faktor pendukung :

e Kegiatan penanganan bencana didukung oleh terbentuknya Kampung
Siaga Bencana kerjasama Tagana

e Tim bencana yang sigap menindaklanjuti laporan kejadian bencana.

CAPAIAN BERDASARKAN IKU 2025-2030

Sejalan dengan diberlakukannya dokumen perencanaan baru, indikator kinerja utama
Dinas Sosial Kota Makassar mengalami penyesuaian yang berfokus pada peningkatan
kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

a. Persentase PPKS yang berdaya

Rumus indikator:

Jumlah PPKS yang berdaya X 100%
Populasi PPKS tahun berjalan

X 100%



Data tahun 2025:
Jumlah PPKS yang berdaya : 448 jiwa
Populasi PPKS tahun berjalan : 18.096 jiwa

Perhitungan:

448

~18.096 X 100% = 2,48 %

Capaian ini masih relatif rendah karena indikator tersebut baru mulai diterapkan
pada akhir tahun 2025, sehingga pelaksanaan program pemberdayaan sosial yang
mengacu pada indikator baru belum sepenuhnya berjalan sepanjang tahun
anggaran. Selain itu, keterbatasan cakupan sasaran dan sumber daya
menyebabkan intervensi pemberdayaan baru menjangkau sebagian kecil PPKS. Ke
depan, cakupan program pemberdayaan sosial akan terus ditingkatkan melalui
penguatan sinergi dan perluasan akses layanan bagi PPKS guna mendorong

peningkatan kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat.

Persentase PPKS yang Mendapatkan Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Rumus indikator:

Jumlah PPKS yang menerima bantuan sesuai kriteria X 100%

Total PPKS yang menerima bantuan sosial

Data tahun 2025:
Tota PPKS penerima bantuan tepat sasaran : 258.082 jiwa
Total PPKS yang menerima bantuan sosial: 268.082 jiwa

Perhitungan:

77.058
79.318

X 100% = 97%

Capaian ini menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sosial telah menjangkau
sebagian besar masyarakat yang termasuk dalam kategori PPKS, meskipun masih
dipengaruhi olehperubahan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional serta
masih adanya penerima bantuan yang tidak seluruhnya tercatat dan atau masuh

dalam proses verifikasi dan validasi data.
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c. Persentase PPKS yang Diberdayakan oleh Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS)

Rumus indikator:

Jumlah PPKS mampu yang memenuhi kebutuhan dasarnya  x 100%
Jumlah PPKS yang mendapatkan pendampingan sosial

Data tahun 2025:
Jumlah PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar : 901 Orang
Jumlah PPKS yang mendapatkan pendampingan sosial : 901 Orang

Perhitungan:

7.920

7920 X 100% = 100%

Capaian ini menunjukkan peran aktif berbagai potensi kesejahteraan sosial dalam
mendukung penyelenggaraan pelayanan sosial di Kota Makassar.
d. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini diukur berdasarkan hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat

Nilai SAKIP tahun 2025:79,70 (BB) dengan target 79,10, maka capaian ini
menunjukkan adana peningkatan kualitas pengelolaan kinerja Dinas Sosial Kota
Makassar khususnya dalam keterkaitan antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan program, serta pelaporan kinerja

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas
Sosial Kota Makassar telah mulai melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan
pembangunan kesejahteraan sosial yang baru. Meski sebagian indikator masih
menunjukkan capaian awal, hasil ini menjadi dasar penting dalam pengukuran kinerja pada
periode RPIJMD 2025-2030, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan ke depan
diharapkan dapat semakin terarah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

khususnya bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Vii



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
IKHTISAR EKSEKUTIIF iii
DAFTAR ISl viii

BAB | PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Maksud dan Tujuan 3
C. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 5
D. Isu Strategis 9
E. Keadaan Sarana dan Prasarana 9
F. Keuangan 15
G. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 15
BAB Il PERENCANAAN KINERJA 16
A. Perencanaan Strategis 16
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 25
C. Rencana Anggaran Tahun 2025 27
D. Indikator Kinerja Utama 27
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA 33
A. Capaian Kinerja Organisasi 35
B. Pengukuran Kinerja 36
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 51
D. Realisasi Anggaran 52
E. Analisis Perbandingan dengan Target Nasional 57

BAB IV PENUTUP 67

viii



BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk
pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan
fungsi yang diamanahkan serta penggunaan sumber daya yang dikelola
dalam satu tahun anggaran. Penyusunan LKjIP bertujuan untuk
memberikan gambaran yang jelas mengenai capaian kinerja organisasi,
baik dari aspek keberhasilan maupun tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, laporan kinerja juga menjadi
sarana evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan,
serta pengukuran kinerja pada periode berikutnya.

Penyusunan LKjIP merupakan bagian dari implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP merupakan
rangkaian sistematis yang mencakup proses perencanaan Kinerja,
pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta
evaluasi kinerja yang dilakukan secara terintegrasi dalam rangka
meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Melalui
penerapan SAKIP, setiap perangkat daerah diharapkan mampu mengelola
kinerja secara terukur, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan
kinerja perangkat daerah disusun secara berjenjang dan terintegrasi
dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis
(Renstra) perangkat daerah merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat tujuan,
sasaran, strategi, serta indikator kinerja yang akan dicapai dalam periode
lima tahun. Selanjutnya, Renstra dijabarkan dalam rencana kerja tahunan
yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) dan pelaksanaan
program serta kegiatan yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

LKjIP disusun sebagai bentuk pelaporan atas pencapaian kinerja
yang telah dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah

ditetapkan pada awal tahun anggaran. Melalui laporan ini, instansi



pemerintah menyajikan informasi mengenai capaian indikator Kinerja,
penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap keberhasilan dan
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Informasi
tersebut menjadi dasar bagi pimpinan instansi dan pemangku kepentingan
dalam melakukan evaluasi serta perbaikan kebijakan dan program
pembangunan.

Dinas Sosial Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial memiliki peran
strategis dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial kepada
masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan dan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS). Pelaksanaan tugas tersebut diwujudkan
melalui berbagai program dan kegiatan yang mencakup perlindungan dan
jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan
korban bencana.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial Kota
Makassar dihadapkan pada Dberbagai tantangan pembangunan
kesejahteraan sosial, antara lain dinamika jumlah masyarakat miskin dan
kelompok rentan, meningkatnya kebutuhan pelayanan sosial, serta
pentingnya penguatan data sosial yang akurat sebagai dasar perumusan
kebijakan perlindungan sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan
pelayanan kesejahteraan sosial memerlukan perencanaan yang matang,
pengelolaan program yang efektif, serta sistem pengukuran kinerja yang
akuntabel.

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 juga
dipengaruhi oleh dinamika perencanaan pembangunan daerah. Tahun
2025 merupakan periode transisi dalam perencanaan pembangunan
daerah seiring dengan berakhirnya RPIJMD Kota Makassar Tahun 2021—
2026 dan mulai disusunnya RPIJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030.
Kondisi tersebut berdampak pada proses penyesuaian dokumen
perencanaan perangkat daerah, termasuk penyesuaian terhadap Indikator
Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Pada awal tahun anggaran 2025, pengukuran kinerja masih
mengacu pada indikator yang terdapat dalam RPJMD Kota Makassar
Tahun 2021-2026. Namun pada akhir tahun 2025 telah ditetapkan
dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru beserta indikator

kinerja utama yang diperbarui. Oleh karena itu, penyusunan LKjIP Tahun



2025 tetap mempertimbangkan keterkaitan antara indikator kinerja pada
periode sebelumnya dengan indikator kinerja yang baru sebagai bagian dari
upaya menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran Kinerja
perangkat daerah.

Dalam penyelenggaraan SAKIP, setiap perangkat daerah juga
melaksanakan pengukuran dan pengelolaan data kinerja secara sistematis
melalui proses pencatatan, pengolahan, dan pelaporan data Kkinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja
dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja,
serta membandingkan capaian kinerja tahunan dengan target kinerja
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra perangkat
daerah.

Selanjutnya, laporan kinerja yang telah disusun akan direviu oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan
keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada kepala
daerah. Hasil reviu tersebut dituangkan dalam pernyataan telah direviu
sebagai bentuk jaminan bahwa laporan kinerja yang disusun telah
memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, penyusunan LK]jIP Dinas Sosial Kota Makassar
Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif
mengenai capaian Kkinerja organisasi serta menjadi dasar dalam
meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan program, dan penguatan
akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar
Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerjapenyelenggaraan
pemerintahan yang jelas, transparan, dapat dipertanggungjawabkan,
sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian
target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2024 serta sebagai wujud
akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja
berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LK|jIP) Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan



dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Kota Makassar selama Tahun
Anggaran 2025;

b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Makassar
pada Tahun 2025;

C. Hasil evaluasi yang berupa kritik/saran diharapkan menjadi bahan
acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota
Makassar di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;

d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Dinas Sosial Kota
Makassar dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan

akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan).

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan Peraturan
Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial yang terdiri dari:



STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

KEPALA DINAS
H. A. BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

I NYOMAN ARIA PURNABHAWA. S.STP.. M.Si

SEKRETARIS

KASUBAG KASUBAG KEUANGAN KASUBAG UMUM DAN
PERENCANAAN & KEPEGAWAIAN
PELAPORAN ASRUL YUDY YUNUS, SH ANDI NURQALBI, ST., MM

MAR’IN MUHAMMAD. S.STP

KEPALA BIDANG

PEMBERDAYAAN DAN REHABILITASI SOSIAL

RESTORASI SOSIAL

ELYZA, SE MUH. ZUHUR DG. RANCA, S.STP

KEPALA BIDANG

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL

H. KAHARUDDIN BAKTI, S.IP., M.Si

Plt. KEPALA BIDANG
PENANGANAN BENCANA

MASRI, S.Sos., M.Si

KEPALA UPTD RPTC
MASRI, S.Sos., M.Si

KEPALA TATA USAHA UPTD RPTC
ANDI DWI WULANDARI, S.ST




Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Makassar merupakan perangkat daerah yang mempunyai
tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian,
evaluasi, dan pelaporan kinerja di bidang sosial, yang meliputi pemberdayaan
sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta penanganan
bencana sosial, sebagaimana diarahkan dalam Renstra Dinas Sosial dan
dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang sosial.
Fungsi utama:
o Perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang sosial,
e Koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
¢ Monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja;
e Penyelenggaraan administrasi dinas;
e Pelaksanaan tugas lain sesuai kewenangan Wali Kota.
b. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan dan memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh unit kerja.
Fungsi utama:
e Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja;
e Pengelolaan keuangan dan akuntansi;
e Administrasi umum, kepegawaian, dan barang milik daerah;
e Reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern.
Sekretariat membawahi:
e Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
e Subbagian Keuangan
e  Subbagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pemberdayaan dan Restorasi Sosial
Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan restorasi

sosial.



Ruang lingkup:
e Pemberdayaan PMKS dan PSKS
e Pembinaan Karang Taruna dan lembaga kesejahteraan sosial
e Pengelolaan pengumpulan sumbangan sosial
o Pelestarian nilai kepahlawanan dan pengelolaan taman makam pahlawan
d. Bidang Rehabilitasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan rehabilitasi sosial PMKS.
Ruang lingkup:
 Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar,

dan gelandangan pengemis
e Pelayanan rehabilitasi sosial PMKS di luar panti
¢ Reunifikasi dan penelusuran keluarga
e Akses layanan dasar, layanan kedaruratan, rujukan, dan perbekalan
kesehatan
e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial.
Ruang lingkup:

o Pendataan dan pengelolaan fakir miskin
o Fasilitasi bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial
e Perlindungan sosial anak dan orang terlantar

e Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

f. Bidang Penanganan Bencana
Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan perlindungan sosial korban
bencana alam dan sosial.
Ruang lingkup:
e Penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar
e Dukungan psikososial
e Penguatan Kampung Siaga Bencana dan Tagana

e Koordinasi penanganan bencana lintas sektor

g. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai keahlian dan
kompetensi jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Dinas Sosial.



3.1. Keadaan Sumber Daya Manusia (SDM)
Dinas Sosial Kota Makassar sebagai salah satu Unit Kerja
Pemerintah Kota Makassar dengan potensi pegawai tahun 2025 sebagai
berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Sosial Kota Makassar

NO. PANGKAT / GOLONGAN JUMLAH
1 l-a,b,c,d 0
2 ll-a,b,c 0
3 l-d 2
4 l-a 11
5 li-b 7
6 l-c 6
7 I-d 9
8 IV-a 8
9 IV-b 2
10 IV-c 1
11 IvV-d 0
12 IX 33
13 \% 13
14 I 2

TOTAL 94

Berdasarkan data kepegawaian, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Sosial
Kota Makassar sebanyak 94 orang, sebanyak 46 PNS dan 48 PPPK, yang didominasi
oleh pegawai pada golongan Il sebanyak 33 orang PNS dan 33 orang PPPK. Hal
menunjukkan bahwa sebagian besar ASN berada pada jenjang karier produktif dan

berperan langsung dalam pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan sosial. Selanjutnya,



ASN pada golongan IV berjumlah 11 orang yang menjalankan fungsi pembinaan dan
pengendalian, sementara golongan Il hanya 2 orang dan terdapat PPPK pada golongan
| yang turut mendukung operasional dan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar
secara keseluruhan.

Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana isntitusi tersebut mampu
menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang
tepat. Secara umum, isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun
lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Sosial Kota Makassar
sebagai bagian dari Perangkat Daerah antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan berita resmi BPS Sulsel, pada tahun 2020, penduduk miskin Kota
makassar mengalami kenaikan jumlah dari tahun 2019 dimana jumlah di tahun 2020
adalah 69.980 ribu jiwa dari 65.120 ribu jiwa di tahuun 2019, serta sampai tahun 2021
mengalami kenaikan kembali mencapai 74.690 ribu jiwa.

2. Anak Jalanan serta Gelandangan dan Pengemis kian menjamur di Kota Makassar
serta belum tersedianya penampungan untuk anjal dan gepeng yang telah terjaring.
Upaya pengentasan kemikinan yang semakin kompleks;

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar panti sosial yang
membutuhkan pelayanan berkelanjutan;

5. Pemberian pelayanan kesejahteraan sosial yang masih membutuhkan peningkatan

kualitas Sumber Daya Mnusia (SDM) dan peningkatan kualitas kelembagaannya.

Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial
Kota Makassar memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional
berupa bangunan gedung kantor, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan
dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut masih ada yang

dalam keadaan tidak baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Makassar

NO URAIAN TAHUN JUMLAH
A. |BARANG BERGERAK

1. |Sepeda Motor 31 Unit
2. |Mobil 24 Unit
3. |Perahu Dolpin 1 Unit
B. |BARANG TIDAK BERGERAK




NO URAIAN TAHUN JUMLAH
L Tanah Kantor (JI.A.R.Hakim No.50 1 Lokasi
Makassar)
5 Bangunan Gedung RPSA (Sekretariat 1 Lokasi
PKH)
3. |UPTD RPTC 1 Lokasi
4. |Kursi Aula 25 Unit
5. |Papan Struktur 1 Buah
6. |Meja 1 Biro 8 Unit
7. |Kursi Putar 2 Buah
8. |Brankas 1 Buah
9. |Genset 2 Unit
10. |Papan Pengumuman 1 Buah
11. |Papan Data 1 Buah
12. |Alat/ Tabung Pemadam Kebakaran 2 Buah
13. |Meja Pimpinan 4 Buah
14. |Papan DUK 1 Buah
15. |Papan Data Pmks 1 Buah
16. |Rak Surat Kabar 1 Buah
17. |Filling Kabinet 13 Buah
18. |Meja Rapat Pimpinan 1 Buah
19. |Dumlap 2 Buah
20. |Tenda Pleton 2 Unit
21. |Rompi Pelampung 12 Unit
22. |Meja Biro 4 Buah
23. |Bak Penampung Air 2 Unit
24. |Bangunan Pagar 8 Unit
25. |Listrik 3 Unit
26. |Pam 3 Unit
27. |Kulkas 1 Unit
28. |Lemari Gantung 43 Buah
29. |Masin Pompa Air 4 Unit
30. |Camera Tele Nikon 2010 1 Unit
31. |Standing AC TCL 2011 1 Unit
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NO URAIAN TAHUN JUMLAH
32. |Faximile 2015 1 Unit
33. |Printer Hp Deskjet 2645 2015 2 Buah
34. |Printer Laserjer HP P 11002 2015 2 Buah
36. |Mesin Ketik Listrik 2015 5 Unit
37. |Komputer Notebook HP 2015 5 Unit
38. |Komputer HP 2015 3 Buah
39. |Komputer Lenovo All In One 2015 2 Buah
40. |Ac 1 Pk Sharp 2015 5 Unit
41. |Mesin Absensi 2015 1 Set
42. |Handy Talky Alinco / DJ-W10 2015 5 Buah
43. |Kursi Tunggu 3 Set Alhfa 2015 3 Set
44. |Kursi Pimpinan 2015 2 Unit
45. |Meja Pimpinan 1 Biro 2015 1 Unit
46. |Kursi Kerja 2015 1 Unit
47. |Meja Kerja (2015) %2 Biro 2015 4 Unit
48. |Mesin Ketik Listrik 2016 5 Unit
49. |Lemari Arsip 2016 5 Buah
50. |Lemari Besi/Metal 2016 5 Buah
51. |Dispenser Sanken 2016 2 Unit
52. |Laptop Asus 2016 5 Unit
53. | Tempat Tidur Kayu 2016 8 Set
54. |Tempat Tidur Besi/Metal 2016 1 Set
55. |Komputer PC Lenovo 2016 10 Unit
56. |[Kursi Kerja 2016 70 Unit
57. | Televisi 32 Inc Panasonic 2016 7 Unit
58. |Kipas Angin 18 Inc Regency 2016 2 Unit
59. |Handy Talky Alinco DJ-W35 2016 5 Buah
60. |UPS / Stabilizer 2016 2 Unit
61. |Pesawat Telepon 2016 11 Unit
62. |Gorden 2016 25 Buah
63. |Peralatan Jaringan Computer 2016 1 Unit/Titik
64. |Peralatan Jaringan Lain-Lain 2016 2 Unit/Titik
65. |Camera Canon 2016 5 Unit
66. |Unit Transceiver UHF 2016 1 Unit
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NO URAIAN TAHUN JUMLAH
67. |Power Supply 2016 1 Unit
68. |Printer HP Deskjet 2016 3 Buah
69. |Printer Canon Pixma Laser Shot 2016 10 Buah
70. |Printer HP 2016 2 Buah
71. |AC 2 PK 2016 7 Unit
72. | Tempat Tidur Besi (Lengkap) 2017 5 Set
73. |Lemari Arsip 2017 5 Unit
74. |Lemari Besi / Metal 2017 5 Unit
75. |PC Unit Hp All In One PC 2017 16 Unit
76. |Kipas Angina Miyako 2017 2 Unit
77. |Camera EOS 705 D 2017 4 Unit
77. |Wireless / Amplifier 2017 2 Set
79. |Proyektor 2017 1 Set
80. |Layar Proyektor 2017 1 Buah
81. |Sound System 2017 1 Set
82. |Ups / Stabilizer APC BACK -UPS 800 2017 4 Unit
83. |Harsdisk Eksternal 2017 4 Buah
84. |Pui-Pui 2017 3 Set
85. |Gendang 2017 5 Set
86. |Gong 2017 1 Set
87. |Kecapi 2017 5 Buah
88. |Gitar Yamaha FG 320 2017 2 Buah
89. |Keyboar Piano Yamaha PSR-E 253 2017 1 Set
90. [Drum Rolling 2017 1 Set
91. |Vacuum Cleanner 2017 1 Buah
92. |Lemari 2017 2 Unit
93. |Lemari Sepatu 2017 4 Unit
94. |Karpet 2017 31 Roll
95. |Lemari Tas 2017 2 Unit
96. |Tempat Sampah 2017 9 Buah
97. |Dispenser Sanken 2017 2 Unit
98, Printer Hp Laserjet Pro Mfp M3777 DW 2017 1 Buah
Series
99. |Printer Hp Laserjet Pro M102 a 2017 15 Buah
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NO URAIAN TAHUN JUMLAH
100. |Infokus 2017 1 Buah
101. |CCTV 2018 7 Buah
102. | Printer Brother 2019 2 Buah
103. | Sofa 2019 1 Buah
104. |Komputer Dell 2019 15 Buah
105. | Laptop 2019 6 Buah
106. |AC Sharp 2019 4 Buah
107. |Kursi Kerja 2020 10 Buah
108. |Lemari Es 2020 1 Buah
109. |Komputer Lenovo 2020 2 Buah
110. |Kursi Pimpinan 2020 2 Buah
111. |Meja Kerja 2020 5 Buah
112. | Meja Pimpinan 2020 2 Buah
113. |Laptop Lenovo 2020 2 Buah
114. | AC Polytron 2020 1 Buah

CCTV - Camera Control Television

System/1 Unit DVR 8 Channel - Unit
115 Kamera CCTV 2MP - HDD 1 TB- 1 2025 1 Unit

Paket Konektor BNC dan Jack DC - 1

Roll Kabel CCTV + Power RG59 - 1

Unit Monitor

A.C. Split/Dimensi Indoor 29 x 80 x
116 21cm - Dimensi Outdoor : 49 x 57 x 26 2025

cm - Pipa 1/4 3/8 - Freon R32, 1 Unit 1 unit

AC, 1 Remote, dan Buku Petunjuk
117 ;ijnjiTu?T:umlnlum/Tangga Lipat 2025 1 Buah
118 Alat Rumah Tangga Lainnya/Water 2025 » Buah

Boiler/Pemanas Air

Alat Rumah Tangga Lainnya/Ukuran
119 P120xL120xT15cm, Bahan Plastik 2025 14 Buah

HDPE atau Polipropilen, Daya Beban

Min. 1 Ton, Berat item dibawah 20 Kg
120 |Alat Rumah Tangga Lainnya/Ukuran 2025 2 Buah
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NO URAIAN TAHUN JUMLAH

P120cm x L60 cm x T75 cm, Meja Lipat
Fleksibel, Bahan Meja Top Particle
Board, Kaki Meja Berbahan Metal,
Material Ramah Lingkungan, Daya
Beban Sampai 60 Kg

Lap Top/Intel Core i7-1260P, 16GB,
512GB SSD, WiFi+LAN, Win 11 Pro,
121 |14 inch WUXGA Resolution 2025 15 Unit
(1920x1200) Display, MIL-STD 810H,
Fingerprint, Backlight Keyboard

Lap Top/Min. CPU Octacore - RAM 8
122 |GB - Storage SSD 512 GB - GPU 2025 3 Unit
Dedicated 4 GB

Printer (Peralatan Personal

123 _ 2025 2 Unit
Komputer)/Print, Scan dan Copy

Printer (Peralatan Personal _
124 _ N 2025 3 Unit
Komputer)/Print, Scan, Copy dan Wifi

Total 687 Jenis

Kendaraan bermotor sebagai salah satu sarana kedinasan berperan penting dalam
menunjang kelancaran dan mobilitas kerja, khususnya yang bersifat antar lokasi. Hingga
saat ini, terdapat 55 unit kendaraan dinas, yang terdiri dari 31 unit kendaraan roda dua
serta 24 unit kendaraan roda empat. Sebagian besar kendaraan tersebut berada pada
Kantor Dinas Sosial Kota Makassar.

Dukungan sarana kerja di lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar antara lain
ditunjukkan pula dengan keberadaan perangkat komputer dan printer yang hingga tahun
2025 mencapai 74 unit. Meskipun demikian, peremajaan beberapa sarana kerja tersebut

masih diperlukan, karena beberapa unit komputer dan printer dalam kondisi rusak.
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Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2025 berasal dari APBD Kota Makassar. Pada
Tahun Anggaran 2025, Dinas Sosial Kota Makassar mendapatkan alokasi anggaran
sebesar Rp. 26.462.111.000,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan
program yang berkaitan dengan indikator sasaran strategis maupun program-program

pendukung.

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK]jIP) Dinas Sosial

Kota Makassar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
rancangan strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan
sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala.
BAB | PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusunnya LKjIP, Cascading Kinerja,

Struktur Organisasi, Tupoksi, Isu strategis dan sistematika penulisan Laporan

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan
perjanjian kinerja. Pada awal bab, disajikan secara singkat sasaran utama yang ingin
diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan
capaian Visi dan Misi Kepala Daerah.
BAB Il AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis
akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan
data kinerja secara memadai, keberhasilan dan kegagalan, serta permasalahan yang
dihadapi. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan
realisasi anggaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian
indikator kinerja dan efisiensi.
BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang
keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan

kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Strategis

Perencanaan  strategis merupakan  tahapan penting dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah yang menjadi dasar dalam menentukan
arah kebijakan, strategi, serta program pembangunan yang dilaksanakan oleh
perangkat daerah. Perencanaan strategis pada dasarnya merupakan kerangka
besar (grand design) yang dirancang untuk merespon berbagai isu strategis
pembangunan serta mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.
Dengan adanya perencanaan strategis yang terarah, pelaksanaan program dan

kegiatan diharapkan dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, perencanaan strategis
perangkat daerah disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, tujuan,
sasaran, serta arah kebijakan pembangunan daerah selama periode lima tahun.
Dinas Sosial Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang sosial menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD dan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

Pada awal tahun anggaran 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Sosial Kota Makassar masih mengacu pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021—
2026 dengan visi Walikota Makassar yaitu “Percepatan Mewujudkan Makassar
Kota Dunia yang Sombere’ dan Smart City dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk
Semua’”. Visi tersebut dijabarkan melalui beberapa misi pembangunan daerah,
salah satunya berkaitan dengan rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial, dan
budaya menuju masyarakat yang sejahtera dengan imunitas ekonomi dan
kesehatan kota yang kuat untuk semua. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial
Kota Makassar berperan dalam meningkatkan kualitas perlindungan sosial bagi

masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi masa transisi perencanaan
pembangunan daerah seiring dengan dimulainya penyusunan dokumen RPJMD
Kota Makassar Tahun 2025-2030 yang memuat visi dan misi Walikota Makassar

periode yang baru. Seiring dengan penetapan dokumen perencanaan tersebut,
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perangkat daerah termasuk Dinas Sosial Kota Makassar mulai melakukan
penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah serta indikator kinerja
utama yang akan digunakan dalam pengukuran kinerja pada periode pembangunan

selanjutnya.

Dengan adanya kondisi transisi tersebut, perencanaan kinerja Dinas Sosial
Kota Makassar pada tahun 2025 tetap memperhatikan kesinambungan antara arah
kebijakan pembangunan daerah pada periode sebelumnya dengan arah kebijakan
pembangunan daerah yang baru. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan program dan
kegiatan di bidang kesejahteraan sosial tetap selaras dengan visi dan misi Walikota
Makassar, baik pada periode RPIJMD 2021-2026 maupun pada periode RPIJMD
2025-2030.

Penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan
kesejahteraan sosial yang mengacu pada visi dan misi Walikota Makassar periode
2021-2026 serta penyesuaian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah

periode 2025-2030 selanjutnya disajikan pada tabel berikut.

17



Tabel 2.1. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai Visi Misi Walikota Makassar periode 2021-2026

VISI : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang “Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua

MISI Il : Rekonstruksi Kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang

kuat untuk semua

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

ARAH KEBIJAKAN

Meningkatkan
Derajat
Kesehatan
Masyarakat dan

Mitigasi Sosial

Meningkatnya
Kualitas
Perlindungan
Masyarakat Miskin

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.1 Meningkatan kualitas rehabilitasi sosial dasar
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di
luar panti

1.2 Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan sosial
bagi korban bencana

2. Kemudahan bagi masyarakat miskin
dalam mengakses jaminan
perlindungan sosial

2.1 Meningkatkan kualitas data dan pengelolaan data fakir
miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)

2.2 Perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin dan
kelompok rentan

3. Peran aktif Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS),
pelaku usaha kesejahteraan sosial,
dan masyarakat dalam upaya
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

3.1 Meningkatkan kompetensi Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)

3.2 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku
usaha kesejahteraan sosial dan masyarakat
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Tabel 2.1. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai Visi Misi Walikota Makassar periode 2025-2030

Visi : Mewujudkan Kota Makassar yang unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan

Misi 6 : Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas serta Pembangunan Kepemudaan dan
Olahraga, Tujuan 6.2 yaitu Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Tepat Sasaran dan Sasaran 6.2.1 Menurunnya Disparitas
Pendapatan juga Sasaran 6.2.2 Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas.

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya 1. Menurunkan 1. Pemenuhan kebutuhan dasar 1. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial untuk memenubhi
Perlindungan beban PPKS Penyandang Masalah kebutuhan dasar fakir miskin dengan penekanan pada
Pemerlu 2. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (PMKS) peningkatan ketepatan sasaran penerima manfaat.
pemberdayaan 2. Optimalisasi layanan rehabilitasi dan pemberdayaan
Pelayanan sosial PPKS sosial bagi anak jalanan, pengemis, dan penyandang
Kesejahteraan | 3. Meningkatnya 5 " emudahan bagi masyarakat miskin disabilitas melalui penyediaan sarana, percepatan
Sosial (PPKS) Nilai dalam mengakses jaminan penanganan kasus, pemenuhan kebutuhan dasar, serta
Al,(un‘,cabﬂ_ltas perlindungan sosial pemberdayaan ekonomi menuju Kota Makassar bebas
Isﬁn?rjla Dinas anak jalanan.
OoSla

3. Penguatan kapasitas dan peran SDM Kesejahteraan
Sosial serta lembaga sosial melalui pemetaan, pelatihan,
pendampingan berkelanjutan, dan kolaborasi dengan
dunia usaha guna mendorong pemberdayaan PPKS
menuju graduasi mandiri.

4. Optimalisasi penanganan bencana melalui pembentukan
Kampung Siaga Bencana, penguatan kapasitas Taruna
Siaga Bencana dan lumbung sosial, serta memastikan
perlindungan kelompok rentan dan pemberdayaan korban
agar tetap berdaya pascabencana.

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik Dinas Sosial
melalui perbaikan sarana prasarana, penguatan kapasitas
dan kompetensi SDM, serta optimalisasi layanan berbasis
digital untuk memudahkan akses masyarakat.

3. Peran aktif Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS),
pelaku usaha kesejahteraan sosial,
dan masyarakat dalam upaya
penyelenggaraan kesejahteraan
sosial

Sumber: Dinas Sosial, 2025
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Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah Kota Makassar serta dengan
memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah, Dinas Sosial Kota Makassar
menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan
pembangunan daerah, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan sosial
masyarakat. Dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sebelumnya,
tujuan pembangunan yang terkait dengan bidang sosial diarahkan untuk
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mitigasi sosial melalui

peningkatan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar
menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan di
bidang kesejahteraan sosial selama periode perencanaan lima tahun, yaitu:
a. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat miskin; dan

b. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial masyarakat miskin.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar menetapkan
beberapa sasaran strategis sebagai penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan,
yaitu:

a. Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere’ dan  Smart;
b. Meningkatnya  kualitas laporan  kinerja dan  keuangan; dan

c. Meningkatnya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode lima tahun
yang berfungsi sebagai pedoman dan arah pembangunan perangkat daerah dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat tujuan,
sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-

masing.

Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2021-2026 disusun sebagai
penjabaran dari RPIJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman
dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Penyusunan
Renstra tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, yang mengatur tata cara penyusunan dokumen

perencanaan pembangunan daerah termasuk Renstra Perangkat Daerah.
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Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi masa transisi dalam perencanaan
pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya periode RPIJMD Kota Makassar
Tahun 2021-2026 dan mulai disusunnya RPIJMD Kota Makassar Tahun 2025-
2030. Kondisi tersebut berdampak pada proses penyesuaian dokumen
perencanaan perangkat daerah, termasuk penyesuaian terhadap tujuan, sasaran,
serta indikator kinerja utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Dengan adanya kondisi transisi tersebut, pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2025 masih mengacu pada
dokumen perencanaan sebelumnya, yaitu RPJMD Kota Makassar Tahun 2021—
2026, sekaligus mulai menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan daerah
yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030. Penyesuaian ini
dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta
memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesejahteraan

sosial tetap selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kota Makassar dijabarkan ke dalam
Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Makassar yang merupakan dokumen
perencanaan tahunan perangkat daerah. Renja memuat program, kegiatan, dan
subkegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan
sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

kesejahteraan sosial di Kota Makassar.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka
mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah dengan
mempertimbangkan berbagai isu strategis yang dihadapi. Perumusan tujuan
dilakukan dengan menurunkan secara operasional setiap misi pembangunan
daerah sehingga dapat memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dari suatu tujuan yang
dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu tertentu.
Sasaran berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan sehingga dapat
menjadi dasar dalam penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk
mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam

mencapai satu tujuan dapat ditetapkan beberapa sasaran yang saling
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mendukung dengan tetap memperhatikan relevansinya terhadap isu-isu

strategis pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kota Makassar
pada periode RPIJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 disusun sebagai
penjabaran dari visi dan misi Walikota Makassar serta selaras dengan tugas
dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang
kesejahteraan sosial. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut diarahkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan sosial, memperkuat perlindungan sosial bagi
masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintahan yang akuntabel.

Pada tahun 2025, perencanaan pembangunan daerah memasuki masa
transisi seiring dengan berakhirnya periode RPIJMD Kota Makassar Tahun
2021-2026 dan mulai disusunnya dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun
2025-2030. Kondisi ini berdampak pada proses penyesuaian dokumen
perencanaan perangkat daerah, termasuk tujuan, sasaran, indikator, dan target

kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Oleh karena itu, dalam penyusunan laporan kinerja tahun 2025, Dinas
Sosial Kota Makassar tetap mengacu pada tujuan, sasaran, indikator, dan
target yang terdapat dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026,
sekaligus mulai menyesuaikan dengan arah kebijakan serta indikator kinerja
yang terdapat dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030. Pendekatan
ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan
sekaligus memberikan gambaran yang utuh mengenai perkembangan kinerja

organisasi pada masa transisi perencanaan daerabh.

Tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja Dinas Sosial Kota
Makassar yang mengacu pada kedua dokumen perencanaan tersebut

selanjutnya disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar 2021-

2026
. : . Target Kinerja Pada Tahun
No | Tujuan/Sasaran Indikator Kinerja 5022 | 2023 12024 5025 | 2026
1 Terwujudnya Indeks kepuasan 60 60 60 70 70
pelayanan publik masyarakat
yang Sombere’ (IKM)
dan Smart
2 Meningkatnya Nilai SAKIP 60 60 60 70 79,5
kualitas laporan perangkat
kinerja dan daerah
keuangan
3 Meningkatnya Persentase 100 | 100 100 100 100
Perlindungan pengelolaan data
sosial masyarakat | kemiskinan
miskin
Persentase 100 | 100 100 100 100
pelayanan
rehabilitasi sosial
bagi penyandang
masalah
kesehahteraan
sosial (PMKS)
Persentase 100 | 100 100 100 100
pelayanan dan
perlindungan
sosial bagi
korban bencana
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Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kota Makassar 2025-2030

BASELINE TARGET TAHUNAN KET
TUJUAN SASARAN INDIKATOR DATA
(2024) 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 2030
T1 Meningkatnya
Perlindungan Pemerlu T1 Persentase PPKS
Pelayanan ane berdava 3% 3% 3% 4% 4% 5% 5%
Kesejahteraan Sosial yang ¥y
(PPKS)
S1.1 Persentase PPKS
S1.1 Menurunkan yang mendapatkan o o o o o o o
beban PPKS bantuan sosial tepat 90% 95% 7% 98% 99% 99% 100%
sasaran
S1.2 Persentase PPKS
S1.2 Meningkatkan yang diberdayakan
pemberdayaan sosial | oleh Potensi Sumber 60% 60% 65% 70% 80% 90% 100%
PPKS Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
S1.3 Meningkatnya S1.3 Nilai
Nilai Akuntabilitas Akuntabilitas Kinerja 77.75 79.10 | 79.50 | 80.00 82| 84.00| 85.00
Kinerja Dinas Sosial Perangkat Daerah

Sumber: Dinas Sosial, 2025
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B.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang memuat
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja yang terukur. Perjanjian kinerja menjadi bentuk
komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah dalam mencapai
target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi, serta sumber

daya yang tersedia.

Melalui perjanjian kinerja, setiap instansi pemerintah diharapkan dapat
memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memiliki arah yang
jelas dan terukur. Penyusunan perjanjian kinerja pada umumnya mengacu
pada dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Strategis (Renstra),
Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), serta

dokumen penganggaran seperti Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Namun demikian, pada awal tahun anggaran 2025 terjadi masa transisi
dalam perencanaan pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya
dokumen perencanaan sebelumnya dan proses penyusunan dokumen
perencanaan yang baru. Pada periode tersebut, Dinas Sosial Kota Makassar
belum memiliki dokumen Renstra dan IKU yang baru, sehingga penyusunan
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sementara mengacu pada dokumen
perencanaan tahunan yang tersedia, yaitu Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025
serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen perencanaan Kkinerja
tahunan memiliki peran yang sangat penting bagi pimpinan instansi
pemerintah, karena menjadi dasar dalam menetapkan prioritas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan adanya perjanjian kinerja,
pelaksanaan program dan kegiatan dapat lebih terarah serta disesuaikan
dengan sumber daya yang tersedia, sehingga pelaksanaan pembangunan

dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.

Seiring dengan penetapan dokumen perencanaan perangkat daerah
yang baru pada akhir tahun 2025, Dinas Sosial Kota Makassar juga mulai
melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja yang akan digunakan pada

periode perencanaan berikutnya. Namun demikian, dalam pelaksanaan tahun
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anggaran 2025, penyusunan Perjanjian Kinerja tetap memperhatikan
kesinambungan antara dokumen perencanaan sebelumnya dengan arah

kebijakan pembangunan yang baru.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial
Kota Makassar Tahun 2025 mengacu pada beberapa dokumen perencanaan
dan penganggaran, yaitu Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Makassar
Tahun 2021-2026, Rencana Aksi, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

Selanjutnya, Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun
2025 yang telah ditetapkan memuat sasaran strategis beserta indikator kinerja
dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun berjalan, sebagaimana
disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial

No. Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target
1) (2) 3) (4)
Terwujudnya pelayanan publik yang | Indeks kepuasan masyarakat
1 ) 100%
sombere’ dan smart (IKM)
2 l\/_Iem_ngkatnya kualitas laporan Nilai Sakip Perangkat Daerah 70%
kinerja dan keuangan
3 | Meningkatnya perlindungan sosial ol
masyarakat miskin Pers_en_tase pengelolaan data 100%
kemiskinan
Persentase pelayanan
rehabilitasi sosial bagi 100%
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Persentase pelayanan dan
perlindungan sosial bagi korban 100%
bencana
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Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial 2025

No. | Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target
1 2 3
Meningkatnya Perlindungan
1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan | Persentase PPKS yang berdaya 3%
Sosial (PPKS)
Persentase PPKS Yang
2 Menurunkan Beban PPKS Mendapatkan Bantuan Sosial 95%
Tepat Sasaran
Persentase PPKS Yang
3 Meningkatkan Pemberdayaan Diberdayakan Oleh Potensi 60%
Sosial PPKS Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
4 Meningkatkan nilai akuntabilitas ggz:;\kuntabllltas Kinerja Dinas 791
kinerja dinas sosial ’

Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Sosial Kota Makassar mengelola anggaran
sebesar Rp. 23.882.326.011,- dan dikarenakan adanya tambahan anggaran
menjadi Rp. 26.462.111.000,- Dari total anggaran perubahan tersebut, Dinas
Sosial mengelola Rp. 25.110.077.250,- untuk belanja operasional dan Rp.
1.352.033.750,- untuk belanja modal. Seluruh anggaran tersebut digunakan untuk
mendukung program utama dan program pendukung demi mencapai target yang

diharapkan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis,yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan. Di dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan
untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, sertamerupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya

dalam tahun tertentu.

Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
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Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Sosial Kota Makassar telah
menetapkan indicator kinerja utama untuk tahun 2022 — 2026.

Penetapan indikator kinerja perangkat Daerah bertujuan untuk memberi
gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran, program dan
kegiatan Dinas Sosial Kota Makassar serta pencapain visi, misi, dan program
unggulan Walikota dan Wakil Walikota Makassar masa jabatan tahun 2022-2026.
Penetapan indikator kinerja tersebut meliputi indikator kinerja sesuai tujuan dan
sasaran Perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026, indikator kinerja
SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, indikator kinerja
sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indikator kinerja kunci (IKK) sesuai
Permendagri Nomor 18 Tahun 2020, dan indikator TPB/SDGs sesuai Perpres
Nomor 59 Tahun 2017. Indikator kinerja sasaran sesuai sasaran perubahan
RPJIJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 ditetapkan menjadi indikator kinerja
utama (IKU) Dinas Sosial Kota Makassar.

Penetapan IKU Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2021-2026 merupakan
perubahan atas IKU pada Renstra Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022-2026
yang telah disesuaikan atas perubahan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026.
Penetapan IKU yaitu indikator penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang
urusan sosial dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :
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RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR TAHUN 2021-2026

Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Kab. Makassar Tahun 2025

INDIKATOR INDIKATOR SASARAN PADA TAHUN
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN
TUJUAN 2022 2023 2024 2025 2026
Terwujudnya
pelayanan
I 0 0 0 0 0
Mewujudkan publik yzlnmg Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% 100% | 100% | 100% | 100%
. Akses pelayanan Sombere' dan
pelayanan prima : .
1 . sosial bagi Smart
bagi masyarakat o .
miskin masyarakat miskin Meningkatnya
kualitas laporan Nilai SAKIP Perangkat Daerah 60% 65% | 70% | 70% | 75%
kinerja dan
keuangan
Persentase pengelolaan data kemiskinan 100% 100% | 100% | 100% | 100%
Megr;?:ikan I\]{Ij:lr;?ggg? M:ﬂ;sgtzmgf Persentase pelayanan rehabilitasi sosial
eral g | perindung bagi Penyandang Masalah 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2 Kesejahteraan masyarakat miskin sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Sosial Masyarakat | terkait pemenuhan masyarakat )
Miskin kebutuhan dasar miskin '
Persentase pelayanan dan perlindungan 100% 100% | 100% | 100% | 100%

sosial bagi korban bencana
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Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kota Makassar 2025-2030

. , Baseline
. Indikator Indikator VARG SU IR NSl
NO Tujuan . Sasaran Satuan tahun
Tujuan Sasaran 2024 2025 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Meningkatnya | Persentase
pemerly | berdaya Perseniase oty
1 Pelayanan PPKS yang Persen 3% 3% 3% 4% 4% 5% 5% | ppKS tahun berjalan) x
Kesejahteraan berdaya 100%
Sosial (PPKS)
Menurunkan Persentase (Jumlah PPKS yang me
Beban PPKS PPKS yang nerima bantuan
2 mendapatkan | Persen 90% | 95% | 97% | 98% | 99% | 99% | 100% f;sgﬂégsyg']g”te“a”o
bantuan sosial menerima bantuan
tepat sasaran sosial) x 100%
Meningkatkan Persentase
Pemberdayaan | PPKS yang (nngm:fLT nﬁeprlggnﬁ?g
Sosial PPKS diberdayakan kebutuhan
3 oleh potensi Persen 60% 60% 65% | 70% | 80% | 90% | 100% | dasar/Jumlah PPKS
sumber yang men_dapatkan_ )
; pendampingan sosial) x
zizg?hteraan 100%
I\N/Iicleglngkatkan Nilai
Akuntabilitas Akuntabilitas Nilai SAKIP P kat
4 g Kinerja Nilai 77.75 | 79.1 795| 80| 82| 84 85 | o erangia
Kinerja Peranakat Daerah
Perangkat 9
Daerah
Daerah
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu
sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap instansi pemerintah mampu
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara terukur dan
transparan. Sistem ini mencakup berbagai proses yang saling berkaitan, mulai dari
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, hingga pelaporan
kinerja. Melalui penerapan SAKIP, instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan
efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta memberikan manfaat yang nyata
bagi masyarakat.

Kinerja pada dasarnya merupakan hasil yang dicapai dari pelaksanaan program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dengan memanfaatkan
sumber daya dan anggaran yang tersedia. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, diperlukan proses pengukuran kinerja yang
dilakukan secara sistematis dan terencana. Hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian
disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlIP) sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun
anggaran.

Penyusunan laporan kinerja dilakukan dengan mengacu pada dokumen
perencanaan dan penganggaran yang telah ditetapkan, antara lain Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA). Dalam proses tersebut digunakan indikator kinerja sebagai alat untuk
mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Indikator kinerja
program menggambarkan hasil (outcome) yang ingin dicapai dari suatu program,
sedangkan indikator kinerja kegiatan menggambarkan keluaran (output) dari kegiatan
yang dilaksanakan. Selain itu terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan
untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya.

Penyelenggaraan SAKIP berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2024 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap perangkat daerah memiliki
tanggung jawab untuk menyelenggarakan SAKIP sebagai bagian dari upaya

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi.
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Pada tahun 2025, pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kota Makassar
berada dalam masa transisi perencanaan pembangunan daerah. Hal ini seiring dengan
berakhirnya RPIJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 serta dimulainya penyusunan
RPIJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030. Kondisi tersebut berdampak pada
penyesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah, termasuk tujuan, sasaran, serta
indikator kinerja utama yang digunakan dalam pengukuran kinerja organisasi.

Pada awal tahun anggaran 2025, pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota
Makassar masih mengacu pada tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang terdapat
dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 beserta dokumen Renstra perangkat
daerah yang berlaku pada periode tersebut. Namun pada akhir tahun 2025 telah
ditetapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang baru yang memuat
tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang disesuaikan dengan arah kebijakan
pembangunan daerah pada periode RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030.

Dengan kondisi tersebut, pengukuran dan pelaporan kinerja pada tahun 2025
tetap memperhatikan keterkaitan antara indikator kinerja yang digunakan pada periode
RPJIJMD sebelumnya dengan indikator kinerja yang mulai diterapkan pada periode
RPIJMD vyang baru. Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan
perencanaan pembangunan serta memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian
kinerja Dinas Sosial Kota Makassar dalam masa transisi perencanaan pembangunan
daerah.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan SAKIP, setiap perangkat daerah
melakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target
kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Selain itu, capaian
kinerja tahunan juga dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang
tercantum dalam dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Hasil pengukuran kinerja tersebut kemudian disajikan dalam laporan kinerja
sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang
telah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Laporan kinerja memuat informasi
mengenai pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi capaian indikator kinerja,
penjelasan atas capaian kinerja yang diperoleh, serta perbandingan antara capaian
kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja organisasi, predikat nilai
capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal berdasarkan pedoman

evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berlaku.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi
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pemerintah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kategori Nilai Capaian untuk Presentase Pencapaian Sasaran

Urutan Interval Nilai Realisasi Kinerja | Penilaian Realisasi Kinerja
I >90,01% Sangat Tinggi
I 75,01% - 90,00% Tinggi
i 65,01% - 75,00% Sedang
\Y 50,01% - 65,00% Rendah
V < 50,00% Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang

telah ditetapkan sesuai hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan

analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2. Penilaian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025

No Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1 Terwujudnya Indeks Kepuasan 100 % 94,14% 94,14%
pelayanan publik Masyarakat (IKM)
yang sombere’ dan
smart
2 Meningkatnya Nilai SAKIP 70% 79,70% 113,85%
kualitas laporan Perangkat Daerah
kinerja dan
keuangan
3 Meningkatnya Persentase 100% 61,76%% 61,76%
Perlindungan sosial | pengelolaan data
masyarakat miskin kemiskinan
Persentase pelayanan 100% 100% 100%
rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)
Persentase 100% 100% 100%
pelayanan dan
perlindungan sosial
bagi korban bencana
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Penilaian Kinerja Perubahan Dinas Sosial Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Persentase PPKS 3% 0,52% 17,33%
Perlindungan yang berdaya
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan
Sosial (PPKS)

Menurunkan Beban | Persentase PPKS 95% 95% 100%
PPKS yang

mendapatkan

bantuan sosial

tepat sasaran
Meningkatkan Persentase PPKS 60% 60% 100%
Pemberdayaan yang
Sosial PPKS diberdayakan oleh

potensi sumber

kesejahteraan

sosial
Meningkatkan Nilai Nilai Akuntabilitas 79.1 79,70 100%

Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Kinerja Perangkat
Daerah
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B. Pengukuran Kinerja

Secara umum, Dinas Sosial Kota Makassar telah melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Makassar
Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan, Dinas Sosial Kota
Makassar menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang menjadi arah
pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian misi
pembangunan daerah di bidang kesejahteraan sosial.

Tahun 2025 merupakan bagian dari pelaksanaan Renstra Dinas Sosial
Kota Makassar Tahun 2021-2026. Dalam periode tersebut, Dinas Sosial Kota
Makassar melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan
untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja
yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut merupakan hasil dari
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun
anggaran berjalan.

Namun demikian, tahun 2025 juga merupakan masa transisi
perencanaan pembangunan daerah seiring dengan berakhirnya RPIJMD Kota
Makassar Tahun 2021-2026 dan dimulainya penyusunan RPJMD Kota
Makassar Tahun 2025-2030. Dalam kondisi tersebut, pengukuran capaian
kinerja tahun 2025 masih mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang
terdapat dalam dokumen Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, sekaligus
menjadi dasar awal dalam menyesuaikan arah kebijakan pembangunan
kesejahteraan sosial pada periode perencanaan berikutnya.

Adapun capaian kinerja Dinas Sosial Kota Makassar berdasarkan

sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Sasaran Strategis Satu : Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere'
dan Smart.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator untuk
mengukur kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2025, capaian IKM
menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap layanan yang
diberikan.

Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun
2025 dipengaruhi oleh berbagai upaya perbaikan kualitas pelayanan
publik yang dilakukan secara berkelanjutan. Perangkat daerah telah

melakukan penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan ketepatan
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waktu layanan, serta penguatan sikap dan responsivitas petugas dalam
melayani masyarakat. Selain itu, tersedianya layanan pengaduan
masyarakat yang mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat turut
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang
diberikan, sehingga berdampak positif pada capaian nilai IKM.

Adapun hasil implementasi peningkatan pelayanan secara

terukur, capaian indeks kepuasan masyarakt tahun 2025, sebagai berikut

tabel 1. 2.
Tahun 2025 Kategori
Indikator Kinerja - _ Nilai
Target Realisasi Capaian :
Capaian
Indeks Kepuasan o
100% 94,14% 94,14% Sangat Tinggi
Masyarakat (IKM)

SIFRVEL
RERLIASAN BASYARARAT
DFES SOBIAL MOTA MAHASSRE

PR A P e R W

Bewn danni

Media survei kepuasan masyarakat yang digunakan sebagai sarana

umpan balik terhadap kualitas publik
Dinas Sosial Kota Makassar.
Pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang
responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
FAMALE YA BUTA MARLAY AN
£ EMUCAN 203 LAY
p g D ——

L L s )
PO DRSS ATAR OEA M AStay
YA Arve  Ave anen

B e e

—| Rekapitulasi hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai dasar evaluasi dan I—
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Berdasarkan data yang tersebut diatas, nilai Indeks Kepuasan
Masyarakat terhadap Pelayaan Publik Yang Sombere’ Dan Smart
mencapai 94,14 % berdasarkan perhitungan kuisioner yang dibagikan
kepada warga yang mengakses layanan Dinas Sosial Kota Makassar
tahun 2025. Dari hasil survey kepuasan masyarakat tahap kedua dapat
disimpulkan bahwa dari 9 (sembilan) unsur pelayanan dengan nilai
tertinggi adalah unsur biaya (4,00) dan penanganan pengaduan (3,93).
Unsur pelayanan yang terendah yaitu unsur perilaku pelaksana (3,37)

dan unsur sarana dan prasarana (3,37)

Capaian IKM tersebut dipengaruhi oleh konsistensi penerapan
standar pelayanan serta tindak lanjut atas hasil survei kepuasan
masyarakat yang dilakukan secara berkesinambungan. Dengan
demikian, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025
menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang
semakin responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan

keuangan

Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas laporan kinerja dan
keuangan” diarahkan untuk memastikan bahwa perencanaan,
pelaksanaan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah dilaksanakan
secara akuntabel, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan
daerah. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja Nilai
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial
Kota Makasasr. Penguatan keterkaitan perencanaan, penganggaran, dan
pelaporan kinerja. Pada tahun 2025, nilai SAKIP menunjukkan penguatan
tata kelola. Sebagai gambaran capaian kinerja atas sasaran strategis
tersebut, nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel
berikut:
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Tabel 3.4 Sasaran Strategis Kedua

Tahun 2025 Kategori
i inerj ; : . Nilai
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian S
1 Nilai SAKIP Perangkat o Sangat
Daerah 70 79,70 113,85% | oo

4 Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Sakip

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut, indikator kinerja “Nilai
SAKIP Perangkat Daerah” pada tahun 2025 masuk dalam predikat BB
(sangat tinggi) dengan target 70% dan realisasi 79,70%. Evaluasi AKIP
dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang
meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Capaian ini menunjukkan
adanya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dan pelaporan pada
perangkat daerah. Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap empat
komponen manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal,
yang secara keseluruhan telah diimplementasikan secara konsisten dan
berkelanjutan.

Capaian nilai SAKIP Dinas Sosial pada tahun 2025 didukung oleh
komitmen pimpinan dan aparatur dalam penerapan sistem akuntabilitas
kinerja, konsistensi penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
kinerja, serta pelaksanaan evaluasi dan asistensi internal secara berkala.
Namun demikian,

capaian tersebut masih menghadapi beberapa
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kendala, antara lain belum meratanya pemahaman aparatur dalam
penyusunan indikator kinerja yang berorientasi pada outcome serta
perlunya peningkatan kualitas dan konsistensi data pendukung kinerja.

C. Sasaran Strategis : Meningkatnya Perlindungan sosial masyarakat
miskin
Sasaran  Strategis “Meningkatnya  Perlindungan  Sosial
Masyarakat Miskin” diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak dasar
serta peningkatan akses masyarakat miskin terhadap layanan
perlindungan sosial secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Pencapaian
sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja yang mencerminkan
efektivitas pengelolaan data kemiskinan dan pelayanan perlindungan
sosial yang diberikan.
Sebagai gambaran capaian kinerja terhadap sasaran strategis ini,
indikator kinerja dan hasil pencapaiannya pada tahun 2025 disajikan pada
Tabel berikut.
Tabel 3.5 Sasaran Strategis Indikator ketiga
Tahun 2025 Kategori
No IndikatorKinerja - ; Nilai
Target | Realisasi Capaian :
Capaian
1 Persenta;e !oengelolaan 100% 61,76% 61,76% Sedang
data kemiskinan
Persentase pelayanan
rehabilitasi sosial bagi Sangat
2 penyandang masalah 100% 100% 100% o
. . Tinggi
kesejahteraan sosial
(PMKS)
Persentase pelayanan Sangat
3 dan perlindungan sosial 100% 100% 100% Tinooi
bagi korban bencana 99

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut,

1.

Indikator kinerja “Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan” pada
tahun 2025 masuk dalam kategori “Sedang ” dengan target 100% dan
realisasi 61,76%.

Angka capaian tersebut diperoleh dengan formulasi :
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Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Bantuan Sosial
Jumlah Data Fakir Miskin pada DTSEN
Hal yang mendasari capaian indikator di Bidang Perlindungan dan

X 100%

Jaminan Sosial, yaitu indikator “Persentase Pengelolaan Data

Kemiskinan”, antara lain terlaksananya program Perlindungan dan

Jaminan Sosial, pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin

Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu

1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub
kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak

Terlantar;

2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota Indikator capaian berupa persentase anak-anak
terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%, dengan

sub kegiatan

e Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
e subkegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota;
e sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
dan
e sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi
masyarakat.
Anggaran kegiatan : Rp. 3.411.069.900,-.
Realisasi anggaran : Rp. 2.807.311.976,- (82,30,%), dengan rincian
realisasi pada :
e triwulan| :Rp.505.788.200,-
e ftriwulan Il : Rp. 118.453.800,-
e triwulan Il : Rp. 593.288.170,-
o triwulan IV : Rp. 1.589.781.896,-.
Realisasi kinerja pada tahun 2025 yaitu 81% dengan rincian
1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub
kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak
Terlantar;

e 100 anak terlantar yang mendapatkan bantuan baik berupa
bantuan bantuan makanan tambahan;
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Adapun rincian anak terlantar penerima bantuan tambahan gizi
sebagai berikut :

Tabel 3.7. Jumlah Penerima Bantuan Jumlah Penerima Bantuan Paket Tambahan
Makanan untuk Anak Tahun 2025

NO KELURAHAN JUMLAH
1 ANTANG 12
2 BANGKALA 12
3 BATUA 13
4 BIRING ROMANG 15
5 BITOWA 12
6 BORONG 13
7 MANGGALA 10
8 TAMANGAPA 13
Total 100 Orang

jurmiah Penerima Santuan Paket Tambahan Makanan sonak Tahun 2025
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Fasilitasi dan konsultasi Calon Orang Tua Asuh

Berdasarkan tabel, grafik dan gambar di atas, 100 orang
anak terlantar Penerima bantuan paket tambahan makanan
untuk anak yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2025 berada
pada Kecamatan Manggala, dengan rincian 3 buah biskuit

kaleng dan 5 dos susu bubuk.

Pelaksanaan subkegiatan ini tidak hanya difokuskan pada
pemenuhan kebutuhan gizi secara langsung, tetapi juga pada
penguatan duskungan sosial berkelanjutan, yang diwujudkan
melalui dua kegiatan utama, yakni pemberian bantuan makanan
tambahan dan fasilitasi calon orang tua asuh. Kegiatan fasilitasi
Calon Orang Tua Asuh (COTA) atau pengangkatan anak
dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, pemantauan, dan
penerbitan rekomendasi. Pada masa pelaporan, tercatat
sebanyak 26 proses pengajuan, 12 proses pemantauan, serta
3 rekomendasi yang telah diterbitkan.

2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota Indikator capaian berupa persentase anak-anak

terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%, dengan

sub kegiatan

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
25.035 Orang jumlah fakir miskin yang didata usulan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial, baik dari usulan musyawarah
kelurahan, SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak)

dan usulan penerima bantuan iuran (KIS)
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Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota; 29.463 keluarga fakir miskin yang
mendapatkan pengentasan kemiskinan sebagai penerima
PKH/BPNT. sementara penerima PBI APBN sebanyak
290.699 orang dan penerima bantuan PBI APBD sebanyak
178.704 orang. Capaian ini yang menunjukkan peran
strategis Dinas Sosial dalam memastikan akses masyarakat
miskin terhadap bantuan sosial dan jaminan kesehatan.
Capaian ini didukung oleh pemutakhiran data melalui
musyawarah kelurahan, sinergi antara Dinas Sosial,
kelurahan, dan perangkat daerah terkait, serta ketersediaan
data terpadu sebagai dasar pengusulan penerima bantuan.
Selain itu, Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan
pengusulan PBlI Jaminan Kesehatan (PBI JK) guna
mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
dan mengakomodir masyarakat yang membutuhkan KIS
APBD bagi warga yang belum tercover dalam skema PBI
APBN, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dasar

tetap terjamin.

Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, adalah
bantuan pemerintah mengurangi beban warga miskin kota
dengan pemberian bantuan perlengkapan jenazah sebanyak
1.133 paket dan 10 unit permandian jenazah. Jumlah tersebut

melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan pada awal
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tahun 2025 layanan bantuan perlengkapan jenazah masih
terakomodir dari ketersediaan stok bantuan tahun 2024 yang
masih dapat dimanfaatkan.

Di samping pemberian bantuan sosial kesejahteraan
keluarga, subkegiatan ini juga mencakup pelaksanaan itsbat
nikah bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 34

pasangan sebagai upaya penguatan legalitas dan

kesejahteraan keluarga.

Pemkot Gelar lsbat Nikah Massal, 33 Pasangan Kini Sah di
Mata Negara di HUT Makassar ke-418
. o n
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Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. 100
orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi
masyarakat berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Melalui fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi
masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota
Makassar, Pemerintah Kota berupaya membantu
masyarakat miskin agar memiliki sumber penghasilan yang
lebih mandiri dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, bantuan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diberikan kepada 100 orang
penerima manfaat sebagai bentuk dukungan nyata dalam
mengembangkan usaha kecil sesuai potensi yang dimiliki

masing-masing penerima.

Sebagai gambaran sebaran penerima bantuan UEP
di seluruh wilayah Kota Makassar, rincian jumlah penerima
berdasarkan kecamatan dan kelurahan disajikan pada Tabel
berikut :

Tabel 3.8. Jumlah Penerima Bantuan Paket Warung Tahun 2025

Jumlah
No Kecamatan Kelurahan penerima
bantuan

1 BIRINGKANAYA | SUDIANG RAYA 2
GADONG 1

2 BONTOALA
LAYANG 1
BARANG CADDI 2

KEP.
3 KODINGARENG 1
SANGKARRANG

BARANG LOMPO 1
BIRING ROMANG 3

4 MANGGALA BITOWA 1
MANGGALA 3
BARA BARAYA 1

5 MAKASSAR MACCINI 1
MACCINI PARANG 3
BONTO LEBANG 2

6 MAMAJANG MAMAJANG LUAR 1
MAMAJANG DALAM 1
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No

Kecamatan

Kelurahan

Jumlah
penerima

bantuan

MARISO

KAMPUNG BUYANG

1

PANAMBUNGAN

PANAKKUKANG

KARUWISI UTARA

SINRIJALA

RAPPOCINI

KARUNRUNG

RAPPOCINI

KASSI KASSI

GUNUNG SARI

BANTA BANTAENG

10

TAMALANREA

BIRA

TAMALANREA

11

TAMALATE

MANNURUKI

BONTODURI

MANGASA

PARANG TAMBUNG

MACCINI SOMBAL

TANJUNG MERDEKA

12

TALLO

UJUNG PANDANG BARU

RAPPOJAWA

PANNAMPU

TAMMUA

KALUKU BODOA

WALA WALAYA

13

UJUNG
PANDANG

PISANG UTARA

LAJANGIRU

LOSASRI

LAE LAE

14

UJUNG TANAH
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Jumlah
No Kecamatan Kelurahan penerima
bantuan
PATINGALLOANG BARU 1
TAMALABBA 1
UJUNG TANAH 1
15 WAJO MALIMONGAN TUA 2
Total 100

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Penerima bantuan
Paket bantuan warung yang terdata pada Dinas Sosial tahun
2025 berjumlah 100 orang penerima bantuan usaha ekonomi
produktif di 15 kecamatan sekota Makassar. Sebaran penerima
menunjukkan variasi antar wilayah, dengan jumlah penerima
tertinggi berada di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan
Tallo masing-masing sebanyak 14 orang, diikuti oleh
Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 13 orang dan Kecamatan
Ujung Pandang sebanyak 10 orang. Kondisi ini menunjukkan
bahwa penyaluran bantuan UEP telah mempertimbangkan
kebutuhan dan potensi usaha masyarakat di masing-masing
wilayah, sekaligus menunjukkan upaya pemerataan bantuan
pengembangan ekonomi masyarakat secara proporsional

sesuai dengan hasil pendataan dan usulan berbasis wilayah.

Pelaksanaan sasaran strategis indikator kinerja“Persentase
Pengelolaan Data Kemiskinan” didukung oleh komitmen pimpinan dan
aparatur, tersedianya mekanisme perencanaan melalui musyawarah
kelurahan, serta dukungan data dan koordinasi lintas perangkat
daerah dalam pelaksanaan perlindungan sosial. Namun demikian,
pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa perbedaan
kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,
keterbatasan validasi data penerima bantuan, serta ketidaksesuaian
sebagian indikator kinerja dalam Renstra sebelumnya dengan kondisi
pelaksanaan di lapangan. Sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Sosial
Kota Makassar akan melaksanakan penyesuaian perencanaan dan
pengukuran kinerja dengan mengacu pada Renstra dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) terbaru Tahun 2025-2026, memperkuat
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koordinasi dan pemutakhiran data berbasis wilayah, serta memastikan
penetapan indikator dan target kinerja yang lebih realistis, terukur, dan
selaras dengan kewenangan perangkat daerah.

Indikator kinerja “Persentase pelayanan rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)” pada tahun 2025
masuk dalam kategori “Sangat Tinggi"dengan target 100% dan
capaian kinerja 100%. Angka capaian tersebut diperoleh dengan

formulasi :

Jumlah PMKS vang terpenuhi kebutuhan dasarnya X 100%

Jumlah PMKS yang membutuhkan rehabilitasi sosial

Hal yang mendasari capaian indikator di bidang Rehabilitasi
Sosial antara lain terlaksananya Program Rehabilitasi sosial pada
kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis
di Luar Panti Sosial
Anggaran kegiatan : Rp. 4.947.246.508,-.
Realisasi anggaran : Rp. 3.995.488.081,- (80,76%), dengan rincian :

e triwulan | 1 Rp.242.766.000,-
e triwulan Il . Rp. 324.321.200,-
e triwulan lll  : Rp. 628.805.735,-

e triwulan IV : Rp. 2.799.595.146,-.
Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu
(1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub
kegiatan :
¢ Penyediaan permakanan,
e Penyediaan sandang,
e Penyediaan Alat bantu
e Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga,
e Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial,
e Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar,
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Jumlah anggaran
Realisasi anggaran

gelandangan pengemis dan masyarakat,

Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta
kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak,

Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar,

Pemberian layanan data dan pengaduan,

Pemberian Layanan kedaruratan,

Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dan

Pemberian Layanan rujukan;

: Rp. 2.920.588.650,-. target kinerja yaitu100%..
: Rp.2.639.087.310,- (90,36%)

Realisasi kinerja pada tahun 2025 yaitu 100% dengan rincian :

Tabel 3. 9. Layanan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas

Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis diluar

panti sosial pada Tahun 2025

. Jenis PMKS Jumlah |
Jenis Layanan 3 L aniut
No pemenuhan Penyekt)nl_ ang | Anak antt 1 Gelandangan
kebutuhan dasar rsslallizs Terlantar A Pengemis
Terlantar Terlantar
Permakanan
1. | Diberikan Paling 620 121 68 92 901
Lama3 (Tiga) Hari
2. | sandang 19 107 35 88 249
3. | Alat Bantu 15 0 10 0 25
4. | Perperbekalan 5 105 23 0 133
Kesehatan
Bimbingan Fisik,
S | Mental Spiritual, 20 105 38 66 229
Dan Sosial
6. | Bimbingan Sosial 17 92 13 61 183
Kepada Keluarga
Fasilitasi
Pembuatan
Nomor Induk
| Kependudukan,
! Akta Kelahiran, 13 40 15 40 108
Surat Nikah, Dan
Kartu Identitas
Anak
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. Jenis PMKS Jumlah |
Jenis Layanan Penyandan Lanjut

No pemenuhan Dis};bilitasg Anak Usfa Gelandangan

kebutuhan dasar Terlantar Pengemis
Terlantar Terlantar

Akses Ke

8. | Layanan
Pendidikan Dan 8 0 4 > 17
Kesehatan Dasar

9. | Penelusuran 1 3 0 1 5
Keluarga

10. | Reunifikasi 20 03 24 68 205
keluarga

11. | Rujukan 29 1 7 1 38

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%, yang

ditunjukkan melalui terpenuhinya seluruh jenis layanan Rehabilitasi Sosial

Dasar bagi PMKS di luar panti dengan rincian sebagai berikut:

. Untuk Rehabilitasi

Terlantar di Luar Panti

Sosial

Dasar

Penyandang Disabilitas

a. 901 orang mendapatkan layanan permakanan paling lama 3 (tiga)

hari.

b. 19 orang mendapatkan layanan sandang.

C.
d.

15 orang mendapatkan layanan alat bantu.

20 orang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual,

dan sosial.

. 17 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.

13 orang mendapatkan fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta

Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.

dasar.

h. 1 orang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

i. 20 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.

j. 29 orang mendapatkan layanan rujukan.

k. 5 orang mendapatkan perbekalan kesehatan.

Layanan

rehabilitasi

bagi

. 8 orang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan

penyandang disabilitas terlantar

menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan

fungsi sosial, sebagai langkah awal menuju kemandirian dan integrasi

sosial.
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Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

a. 121 anak mendapatkan layanan permakanan.

b. 107 anak mendapatkan layanan sandang.

c. 105 anak mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual,
dan sosial.

d. 92 anak mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.

e. 40 anak mendapatkan fasilitasi pembuatan dokumen
kependudukan.

f. 3 anak mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

g. 93 anak mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.

h. 105 anak mendapatkan perbekalan kesehatan.

i. 1 anak mendapatkan layanan rujukan.

Pendekatan rehabilitasi anak terlantar diarahkan pada perlindungan,

penguatan keluarga, dan pencegahan keterlantaran berulang.

Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar

Panti

a. 68 orang mendapatkan layanan permakanan.

b. 35 orang mendapatkan layanan sandang.

c. 10 orang mendapatkan layanan alat bantu.

d. 38 orang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

e. 13 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.

f. 15 orang mendapatkan fasilitasi dokumen kependudukan.

g. 4 orang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan
dasar.

h. 24 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.

i. 7 orang mendapatkan layanan rujukan.

j- 23 orang mendapatkan perbekalan kesehatan.

Layanan rehabilitasi dasar pada lanjut usia terlantar difokuskan pada
perlindungan, kesehatan, dan penguatan peran keluarga sebagai

sistem dukungan utama.

Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di
Luar Panti
a. 92 orang mendapatkan layanan permakanan.

b. 88 orang mendapatkan layanan sandang.
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c. 66 orang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan
sosial.

d. 61 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.

e. 40 orang mendapatkan fasilitasi dokumen kependudukan.

f. 5 orang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan
dasar.

g. 1 orang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

h. 68 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.

i. 1 orang mendapatkan layanan rujukan.

Penanganan gelandangan dan pengemis diarahkan pada pemulihan
sosial dan pengembalian fungsi keluarga untuk mengurangi potensi
masalah sosial berulang.
Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, layanan rehabilitasi
sosial dasar PMKS di luar panti sebagaimana tergambar dalam
dokumentasi kegiatan berikut :

upaya menurunkan aktivitas anak jalanan,
gepeng di jalan dengan posko edukasi agar
tidak memberi uana di ialan kepada waraa

layanan data dan fasilitasi pemberiarl ala'lt. bantu bagi o
identitas PMKS disabilitas Fl
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penanganan gelandangan

(2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya Bukan Korban
HIV/IAIDS dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan indikator kinerja
Persentase rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti

sosial.
Jumlah anggaran : Rp. 536.775.500,-. target kinerja yaitu 100%..
Realisasi anggaran : Rp.507.828.600,- (94,61%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.10. Layanan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang masalah
kesejahteraan sosial lainnya di Luar Panti bukan korban HIV/AIDS dan napza
diluar panti sosial pada Tahun 2025

No Jenis Layanan pemenuhan Orang Tuna Total
kebutuhan dasar Terlantar Susila

1 Pemberian Pelayanan Reunifikasi 0 46
Keluarga 46

2 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 0 26
Spiritual, dan Sosial 26

3 Pemberian Akses ke Layanan 0 33
Pendidikan dan Kesehatan Dasar 33

4 Pemberian Layanan Data dan 186 209
Pengaduan 23

5 | Pemberian Layanan Kedaruratan 23 186 209

6 Pemberian Layanan Rujukan 11 18 29

7 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di 0 26
Luar Panti 26
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Capaian kinerja kegiatan ini yaitu 100% dengan rincian :

Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Orang Terlantar sebagai (PMKS)

lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial

a. 46 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga, seluruhnya
berasal dari kategori Orang Terlantar.

b. 26 orang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual,
dan sosial, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.

c. 33 orang mendapatkan layanan akses ke layanan pendidikan dan
kesehatan dasar, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.

d. 209 orang mendapatkan layanan data dan pengaduan, terdiri atas
23 Orang Terlantar dan 186 Tuna Susila.

e. 209 orang mendapatkan layanan kedaruratan, terdiri atas 23 Orang
Terlantar dan 186 Tuna Susila.

f. 29 orang mendapatkan layanan rujukan, terdiri atas 11 Orang
Terlantar dan 18 Tuna Susila.

g. 26 orang mendapatkan perbekalan kesehatan di luar panti,
seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.
Layanan dengan capaian tertinggi adalah layanan data dan
pengaduan serta layanan kedaruratan, masing-masing
menjangkau 209 orang, yang mayoritas berasal dari kelompok
Tuna Susila, sehingga menunjukkan bahwa respons cepat masih
menjadi kebutuhan utama dalam penanganan PMKS. Sementara
itu, layanan rehabilitatif seperti reunifikasi keluarga, bimbingan fisik,
mental, spiritual, dan sosial, serta akses layanan pendidikan dan
kesehatan dasar difokuskan pada Orang Terlantar sebagai upaya
pemulihan fungsi sosial. Selain itu, layanan rujukan menjangkau 29
orang dan perbekalan kesehatan di luar panti diberikan kepada 26
orang, yang menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara
terpadu dan berkelanjutan.
penjangkauan tersebut merupakan hasil jangkauan langsung baik
yang dilaksanakan rutin maupun hasil laporan masyakarat dari Tim
TRC Saribattang. Patroli WTS dan Waria juga telah menjalankan
penertiban dengan hasil jangkauan WTS yang langsung dirujuk ke
Panti Rehabilitasi Mattirodeceng. Pelayanan yang cepat, tepat, dan
berkelanjutan menjadi kunci dalam pemulihan kesejahteraan sosial
PMKS.
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Pelaksanaan sasaran strategis indikator kinerja “Cakupan Penerima Layanan
Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar Panti” didukung oleh komitmen
pimpinan dan aparatur, keterlibatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam
penjangkauan lapangan, serta dukungan koordinasi lintas perangkat daerah
dan lembaga layanan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.
Ketersediaan mekanisme penanganan pengaduan dan kedaruratan juga
menjadi faktor penting dalam menjamin keterjangkauan layanan kepada
PMKS sesuai kebutuhan di lapangan.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa
belum ditetapkannya populasi PMKS/PPKS yang seharusnya menjadi
sasaran penerima layanan rehabilitasi sosial, sehingga menyulitkan
penetapan baseline, pengukuran capaian kinerja, serta penentuan target
layanan secara proporsional. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan
dalam mengukur tingkat cakupan layanan rehabilitasi sosial secara lebih
akurat.

Sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Makassar akan mendorong
penetapan dan pemutakhiran data PMKS/PPKS secara terstruktur dan
berbasis wilayah, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan
basis data sasaran, serta melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja
dengan mengacu pada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru
Tahun 2025-2026, agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan
kewenangan serta kondisi riil pelaksanaan di lapangan.serta mencapai
sasaran rehabilitasi sosial yaitu memulihkan fungsi sosial manusia, bukan

sekadar menyelesaikan masalah sesaat.

3. Indikator kinerja “Persentase Perlindungan sosial bagi korban bencana alam
dan sosial ” pada tahun 2025 masuk dalam kategori “Sangat Tinggi"”dengan
target 100% dan capaian kinerja 100%. Angka capaian tersebut diperoleh

dengan formulasi :

Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya x 1009%
Populasi korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya

Hal yang mendasari capaian indikator ini antara lain terlaksananya Program
Penanganan bencana, Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan,
dengan indikator kinerja berupa Persentase Korban Bencana Alam/Sosial
Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap

Darurat Bencana Daerah Kota

56



Jumlah Anggaran

: Rp. 2.457.806.100,-.

Realisasi anggaran : Rp. 1.794.960.928,- ( 73,30%)

Rincian realisasi anggaran :

e Triwulan |
e Triwulan Il
e Triwulan Il :

e Triwulan 1V :

: Rp. 77.550.400,-
- Rp. 269.187.500,-

Rp. 329.130.082,-
RP. 1.119.092.946,-

Rincian Kegiatan Program dari saaran ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

(

1) Kegiatan

Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/kota dengan indikator kinerja Jumlah Korban Bencana Alam

dan Sosial yang mendapatkan perlindungan/penanganan.

Jumlah anggaran
Realisasi anggaran

:Rp. 2..036.256.100,-. target kinerja yaitu 7.000 jiwa.
: Rp. 1.463.686.928,- (71,88%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.11. Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kota

Makassar tahun 2025

Jenis Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial (jiwa)
N Penanganan Pelavanan Penyediaan
0 Kecamatan Penyediaan | Penyediaan | khusu bagi Duka/n an Tempat
Permakanan Sandang kelompok Psikosgsial Penampungan
rentan Pengungsi
1 | Biringkanaya 638 638 13 - 1
2 | Bontoala 13 13 7 - -
3 | Makassar 45 45 15 - -
4 | Mamajang 103 103 25 - -
S Manggala 2956 2956 886 - 1
6 | Mariso 191 191 12 - 1
7 | Panakkukang 1036 1036 48 - -
8 | Rappocini 88 88 38 - -
9 Sangkarrang 2 2 - - -
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Jenis Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial (jiwa)

N Penanganan Pelavanan Penyediaan
0 Kecamatan Penyediaan | Penyediaan | khusu bagi Duka/n an Tempat
Permakanan Sandang kelompok Psikosgsial Penampungan

rentan Pengungsi
10 | Tallo 413 413 110 - -
11 | Tamalanrea 935 935 156 - -
12 | Tamalate 583 583 118 - 2
13 Ujung Pandang 5 5 2 - -
14 | Ujung Tanah 11 11 4 - -
Total 7019 7019 1434 87 5

Capaian kinerja kegiatan ini yaitu 103,25% dengan rincian :

7019 orang korban bencana mendapatkan layanan pemberian
permakanan

7019 orang korban bencana mendapatkan layanan pemberian
sandang

1434 orang korban bencana kelompok rentan mendapat penanganan

khusus

87 orang mendapat dukungan psikososial
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()

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota dengan Indikator kinerja yaitu
jumlah  penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap
kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

Jumlah anggaran : Rp. 421.550.000,-.

target kinerja yaitu 2 kegiatan.

Realisasi anggaran : Rp. 331.274.000,- (78,58%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.12. Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Makassar

tahun 2025
No. Kegiatan Jumlah
1 | Membentuk Kampung Siaga Bencana di 5 Kecamatan | 5 Kecamatan
2 | Peningkatan kapasitas melalui pelatihan anggota KSB | 100 Orang
3 | Pemberian penghargaan kepada anggota Tagana 70 orang

B P

Kamonsos & Pamkot Makassar
Bentuk Kampung S:aga Bencana
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Faktor Penghambat :

e Masih butuh dukungan data dan tim penanganan bencana yang lebih
responsif dalam identifikasi korban bencana disabilitas dan memastikan bantuan
yang diberikan bagi disabilitas dan kelompok rentan lainnya lebih sesuai dan tepat
sasaran

Faktor Pendukung :

¢ Kegiatan penanganan bencana didukung oleh terbentuknya Kampung Siaga
Bencana kerjasama yayasan Inanta dan Tagana serta dukungan dana Belanja
Tidak Terduga

Tindak Lanjut :

¢ Memastikan peningkatan kapasitas tim penanganan bencana ;

e Menyempurnakan sistem reaksi cepat dan sistem identifikasi dan pendataan
bagi korban bencana disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar bantuan yang
diberikan lebih sesuai baik dari segi jenis disabilitas, lokasi dan kebutuhan khusus
dan diharapkan kebutuhan korban bencana penyandang disabilitas dapat
diketahui sedini mungkin.
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PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025
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Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

Seiring dengan dimulainya periode perencanaan pembangunan daerah yang

baru, Dinas Sosial Kota Makassar juga mulai melakukan penyesuaian terhadap

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan

pada RPIJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030. Oleh karena itu, selain mengacu

pada sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Dinas Sosial Kota Makassar

Tahun 2021-2026, pengukuran kinerja tahun 2025 juga mulai mempertimbangkan

indikator kinerja pada periode perencanaan yang baru sebagai baseline awal

dalam pengukuran kinerja Dinas Sosial Kota Makassar pada periode berikutnya.

adapun yang menjadi sasaran pada IKU Perubahan 2025 sebagai berikut:

Meningkatnya Perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial

Rumus indikator:

Jumlah PPKS yang berdaya  x 100%
Populasi PPKS tahun berjalan

Data tahun 2025:
Jumlah PPKS yang berdaya :

Lanjut Usia Terlantar : 16
Disabilitas terlantar  : 22

Anak terlantar : 44

Tuna Susila : 56

Anak Berhadapan Hukum  :7
Gelandangan dan pengemis : 32
Fakir Miskiin : 234

Korban bencana 1 97

Populasi PPKS tahun berjalan : 18.096

Perhitungan:

18.096

508
X 100% = 2,80 %

Pada Tahun 2025, indikator Meningkatnya Perlindungan bagi
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memperoleh realisasi

sebesar 2,80% dari target yang ditetapkan sebesar 3,00%, sehingga tingkat
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capaian kinerja mencapai 93,33. Realisasi tersebut diperoleh dari 507 jiwa
PPKS yang berdaya dibandingkan dengan 18.096 jiwa populasi PPKS
pada tahun berjalan.

Capaian indikator didukung oleh pemberian layanan kepada berbagai
kelompok PPKS, yang meliputi 16 lanjut usia terlantar, 22 penyandang
disabilitas terlantar, 13 anak terlantar, 8 gelandangan dan pengemis, 234
fakir miskin, serta 87 korban bencana. Pelayanan tersebut merupakan
bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan
perlindungan sosial dan meningkatkan keberfungsian sosial bagi masyarakat
yang mengalami kerentanan sosial sesuai dengan kebutuhan dan
karakteristik masing-masing kelompok sasaran, baik berupa layanan
kesehatan, layanan akses pendidikan, layanan rujukan, layanan reunifikasi
(baik kembali ke keluarga, maupun dilakukan layanan pemakaman), layanan
penelusuran keluarga, fasilitasi dokumen kependudukan dan bantuan
lainnya.

Target indikator sebesar 3% belum sepenuhnya tercapai karena jumlah
PPKS yang memperoleh intervensi masih dipengaruhi oleh keterbatasan
kapasitas anggaran, sumber daya pelaksana, serta prioritas penanganan
terhadap PPKS dengan tingkat kerentanan yang paling tinggi. Selain itu,
pelaksanaan layanan juga disesuaikan dengan hasil asesmen, proses
verifikasi dan validasi data, serta kriteria penerima manfaat pada masing-
masing program sehingga tidak seluruh populasi PPKS dapat memperoleh
intervensi pada tahun yang sama.

Meskipun demikian, realisasi sebesar 2,80% menunjukkan bahwa
program perlindungan sosial tetap memberikan manfaat kepada kelompok
masyarakat yang paling membutuhkan, diantaranya PPKS anak yang
mendapatkan fasilitasi NIK dan fasilitasi aksses pendidikan sehingga bisa
kembali bersekolah. Upaya pemerintah Kota Makassar untuk memberi alat
bantu bagi lansia dan disabilitas terlantar, PPKS yang mendapat layanan
rujukan, PPKS yang mendapat bantuan usaha dari Baznas, sehingga
terselesaikan permasalahan sosialnya yang paling mendasar. Capaian ini
menjadi dasar evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program
sekaligus memperluas jangkauan pelayanan secara bertahap sesuai dengan
kemampuan anggaran daerah dan kebutuhan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial akan tetap mengacu pada target 3%
sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Untuk

mendukung pencapaian target tersebut akan dilakukan penguatan
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pemutakhiran data PPKS, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah
dan pemangku kepentingan terkait, optimalisasi pelaksanaan program
perlindungan dan rehabilitasi sosial, serta evaluasi terhadap definisi
operasional dan metode pengukuran indikator agar semakin selaras dengan
outcome yang ingin dicapai dan memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja.

Menurunkan beban PPKS
Rumus indikator:

Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial sesuai kriteria  x 100%
Total PPKS yang menerima bantuan sosial

Sumber APBD
o Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial yang memenuhi kriteria
penerima bantuan :
» penerima bantuan rehabilitasi sosial
¢ Disabilitas terlantar : 620
¢ Gelandangan dan pengemis : 92
e Anak terlantar : 121
¢ Lanjut usia terlantar : 68

= Penerima bantuan perlindungan dan jaminan sosial

penerima bantuan perlengkapan jenazah : 1.000

penerima bantuan warung : 100

penerima bantuan makanan tambahan : 100

penerima bantuan fasilitasi pengangkatan anak : 3

Penerima bantuan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban
bencana

e korban bencana 2025 : 7.019

dapat dihitung sebagai berikut :

9.123 X 100% = 100%
9.123

Sumber APBN
e penerima bantuan sembako (sudah transaksi) : 39.379
e penerima bantuan PKH (sudah transaksi) : 28.556
e Penerima bantuan sembako sudah salur : 40.689
e Penerima bantuan PKH sudah salur : 29.506

dapat dihitung sebagai berikut :
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X 100% = 96,7%

Pada Tahun 2025, indikator Menurunkan Beban Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) memperoleh realisasi sebesar 97%. Capaian
tersebut dihitung berdasarkan 77.058 PPKS yang menerima bantuan sosial
sesuai kriteria dari total 79.318 penerima bantuan sosial, yang berasal dari
pendanaan APBD dan APBN.

Pada sumber pendanaan APBD, seluruh penerima bantuan sosial telah
memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga capaian mencapai 100%.
Bantuan yang diberikan meliputi rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis, anak terlantar, lanjut usia
terlantar, serta bantuan perlindungan dan jaminan sosial berupa bantuan
perlengkapan jenazah, bantuan warung, bantuan makanan tambahan,
fasilitasi pengangkatan anak, dan bantuan bagi korban bencana.

Sementara itu, pada sumber pendanaan APBN, capaian sebesar
96,78% diperoleh dari 67.935 penerima manfaat yang memenuhi kriteria dari
total 70.195 penerima bantuan. Selisih sebesar 2.260 penerima manfaat
dipengaruhi oleh dinamika data penyaluran bantuan sosial nasional, antara
lain proses pemadanan dan pemutakhiran data penerima, perubahan status
kepesertaan, hasil verifikasi dan validasi, serta adanya penerima yang belum
memenuhi persyaratan administrasi atau belum menyelesaikan proses
transaksi penyaluran bantuan pada periode pelaporan.

Secara keseluruhan, realisasi sebesar 97% menunjukkan bahwa
pelaksanaan program bantuan sosial telah berjalan sangat baik dan sebagian
besar bantuan telah disalurkan kepada penerima yang memenuhi kriteria
sesuai ketentuan program. Capaian ini mencerminkan efektivitas koordinasi
antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan
perlindungan sosial serta menunjukkan tingginya tingkat ketepatan sasaran
dalam penyaluran bantuan sosial.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial akan terus meningkatkan kualitas
pemutakhiran data penerima manfaat melalui penguatan proses verifikasi dan
validasi, optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional

(DTSEN), serta memperkuat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait
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agar kesesuaian data penerima bantuan sosial semakin meningkat. Langkah
tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran
bantuan sosial sekaligus mempertahankan capaian kinerja pada tahun-tahun
berikutnya.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan program dan
akuntabilitas kinerja, Dinas Sosial akan terus melakukan penyempurnaan
pengelolaan data penerima bantuan sosial agar semakin akurat dan mutakhir.
Langkah ini dilakukan melalui penguatan proses verifikasi dan validasi data,
optimalisasi pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),
serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah,
dan pemangku kepentingan terkait.

Selain itu, mekanisme pengukuran indikator akan terus dievaluasi agar
semakin menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Penyempurnaan
dilakukan pada definisi operasional indikator dan metode penghitungan
penerima manfaat sehingga data yang disajikan dapat mencerminkan jumlah
penerima bantuan sosial secara lebih akurat, termasuk mengantisipasi
kemungkinan adanya penerima yang memperoleh lebih dari satu jenis
bantuan. Dengan demikian, hasil pengukuran kinerja tidak hanya
menunjukkan besarnya cakupan pelayanan, tetapi juga memberikan
gambaran yang lebih tepat mengenai ketepatan sasaran program dan
manfaat yang diterima oleh masyarakat.

Mengingat sasaran strategis Menurunkan Beban PPKS dicapai
melalui pelaksanaan tiga program utama, yaitu Program Rehabilitasi Sosial,
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Program Penanggulangan
Bencana, maka pencapaian sasaran tersebut dianalisis berdasarkan indikator
kinerja pada masing-masing program. Capaian indikator pendukung sasaran

strategis tersebut disajikan pada Tabel 3.5 berikut.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Program Pendukung Sasaran Strategis
"Menurunkan Beban PPKS" Tahun 2025

Tahun 2025 Kategori
IndikatorKinerja - ; Nilai
Target | Realisasi Capaian :
Capaian
Jumlah Warga Negara lanjut Sangat
usia terlantar yang 100% 100% 100%
memperoleh rehabilitasi Tinggi
sosial di luar panti
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Tahun 2025 Kategori
No IndikatorKinerja Nilali
Target | Realisasi Capaian _
Capaian
Jumlah Warga Negara
penyandang disabilitas Sangat
terlantar yang memperoleh 100% 100% 100% Tinga
rehabilitasi sosial di luar gyl
panti
Jumlah anak terlantar yang Sangat
memperoleh rehabilitasi 100% 100% 100% Tinga
L X Inggl
sosial di luar panti
Jumlah Warga Negara
gelandangan dan pengemis Sangat
yang memperoleh 100% 100% 100% Tingg
rehabilitasi sosial dasar tuna ngg!
sosial di luar panti
2 |Persentase Penerima Sangat
Manfaat yang Terpenuhi 100 100 100 Tinqai
Kebutuhan Dasar Inggt
Persentase Penerima Sangat
Manfaat yang Meningkat 80 80 100% Tingg
Kemandirian Ekonomi gyl
3 Jumlah Warga Negara
korban bencana
kabupaten/kota yang Sangat
memperoleh perlindungan 100 100 100% Tingg

dan jaminan sosial pada
saat dan setelah tanggap

darurat bencana

Berdasarkan data tampilan kinerja tersebut,

1. Indikator kinerja sasaran

“Menurunkan beban PPKS” pada tahun

2025 masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan target 100% dan

capaian kinerja 100%.

Hal yang mendasari capaian indikator di bidang Rehabilitasi Sosial

antara lain terlaksananya Program Rehabilitasi sosial pada kegiatan

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak

Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar

Panti Sosial

Anggaran kegiatan

" Rp. 4.947.246.508,-.

Realisasi anggaran : Rp. 3.995.488.081,- (80,76%), dengan rincian :
: Rp.242.766.000,-

e triwulan |
e triwulan Il
e triwulan Il

- Rp. 324.321.200,-
- Rp. 628.805.735,-
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triwulan IV : Rp. 2.799.595.146,-.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu

(3) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas

Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan sub

kegiatan :

Penyediaan permakanan,

Penyediaan sandang,

Penyediaan Alat bantu

Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga,

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial,
Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar,
gelandangan pengemis dan masyarakat,

Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta
kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak,

Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar,

Pemberian layanan data dan pengaduan,

Pemberian Layanan kedaruratan,

Pemberian pelayanan penelusuran keluarga, dan

Pemberian Layanan rujukan;

Jumlah anggaran : Rp. 2.920.588.650,-. target kinerja yaitu100%..
Realisasi anggaran : Rp.2.639.087.310,- (90,36%)

Realisasi kinerja pada tahun 2025 yaitu 100% dengan rincian :

Tabel 3. 9. Layanan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis diluar

panti sosial pada Tahun 2025

, Jenis PMKS Jumlah
Jenis Layanan 5 J Laniut
No pemenuhan ef‘y%’?ra"g Anak anj Gelandangan
kebutuhan dasar DliselallliEs Terlantar =Sl Pengemis
Terlantar Terlantar
Permakanan
1. | Diberikan Paling 620 121 68 92 901
Lama3 (Tiga) Hari
2. | sandang 19 107 35 88 249
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. Jenis PMKS Jumlah
Jenis Layanan Penyandan Lanjut

No pemenuhan Dis);bilitasg Anak Usfa Gelandangan

kebutuhan dasar Terlantar Pengemis
Terlantar Terlantar

3. | Alat Bantu 15 0 10 0 25

4. | Perperbekalan 5 105 23 0 133
Kesehatan
Bimbingan Fisik,

5. | Mental Spiritual, 20 105 38 66 229
Dan Sosial

6. | Bimbingan Sosial 17 92 13 61 183
Kepada Keluarga
Fasilitasi
Pembuatan
Nomor Induk

7| Kependudukan,
Akta Kelahiran, 13 40 15 40 108
Surat Nikah, Dan
Kartu Identitas
Anak
Akses Ke

g. | Layanan
Pendidikan Dan 8 0 4 > 7
Kesehatan Dasar

9. | Penelusuran 1 3 0 1 5
Keluarga

10. | Reunifikasi 20 03 24 68 205
keluarga

11. | Rujukan 29 1 7 1 38

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja kegiatan ini mencapai 100%, yang

ditunjukkan melalui terpenuhinya seluruh jenis layanan Rehabilitasi Sosial

Dasar bagi PMKS di luar panti dengan rincian sebagai berikut:

. Untuk Rehabilitasi

Sosial

Dasar

Penyandang Disabilitas

Terlantar di Luar Panti (Jumlah warga negara penyandang

disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar

panti)

620 v 100% = 100%

620

a. 620 orang mendapatkan layanan permakanan paling lama 3 (tiga)

hari.

b. 19 orang mendapatkan layanan sandang.

c. 15 orang mendapatkan layanan alat bantu.
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d. 20 orang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual,
dan sosial.

e. 17 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.

f. 13 orang mendapatkan fasilitasi pembuatan NIK, KTP, Akta
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak.

g. 8 orang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan
dasar.

h. 1 orang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

i. 20 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.

j- 29 orang mendapatkan layanan rujukan.

k. 5 orang mendapatkan perbekalan kesehatan.

Layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas terlantar
menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan
fungsi sosial, sebagai langkah awal menuju kemandirian dan integrasi

sosial.

Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
(Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di
luar panti)

106
=== X 100% = 100%
100 00% 00%

a. 121 anak mendapatkan layanan permakanan.

b. 107 anak mendapatkan layanan sandang.

c. 105 anak mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual,
dan sosial.

d. 92 anak mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.

e. 40 anak mendapatkan fasilitasi pembuatan dokumen
kependudukan.

f. 3 anak mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

g. 93 anak mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.

h. 105 anak mendapatkan perbekalan kesehatan.

i. 1 anak mendapatkan layanan rujukan.

Pendekatan rehabilitasi anak terlantar diarahkan pada perlindungan,

penguatan keluarga, dan pencegahan keterlantaran berulang.
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Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar
Panti (Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yagn
memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti)
% X 100% = 100%
a. 68 orang mendapatkan layanan permakanan.
b. 35 orang mendapatkan layanan sandang.
c. 10 orang mendapatkan layanan alat bantu.
d. 38 orang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
e. 13 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.
f. 15 orang mendapatkan fasilitasi dokumen kependudukan.
g. 4 orang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan
dasar.
h. 24 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.
i. 7 orang mendapatkan layanan rujukan.
j. 23 orang mendapatkan perbekalan kesehatan.

Layanan rehabilitasi dasar pada lanjut usia terlantar difokuskan pada
perlindungan, kesehatan, dan penguatan peran keluarga sebagai

sistem dukungan utama.

Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di

Luar Panti (Jumlah warga negara gelandanagn pengemis yang

memperoleh rehabiltasi sosial di luar panti)

g—g X 100% = 100%

a. 92 orang mendapatkan layanan permakanan.

b. 88 orang mendapatkan layanan sandang.

c. 66 orang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan
sosial.

d. 61 orang mendapatkan bimbingan sosial kepada keluarga.

e. 40 orang mendapatkan fasilitasi dokumen kependudukan.

f. 5 orang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan
dasar.

g. 1 orang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.

h. 68 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga.

i. 1 orang mendapatkan layanan rujukan.
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Penanganan gelandangan dan pengemis diarahkan pada pemulihan
sosial dan pengembalian fungsi keluarga untuk mengurangi potensi
masalah sosial berulang.
Sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, layanan rehabilitasi
sosial dasar PMKS di luar panti sebagaimana tergambar dalam

dokumentasi kegiatan berikut :

upaya menurunkan aktivitas anak jalanan,
gepeng di jalan dengan posko edukasi agar
tidak memberi uana di ialan kepada waraa




bantuan kepada lanjut usia terlantar penanganan gelandangan
pengemis

(4) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial, dengan indikator kinerja
Persentase rehabilitasi sosial dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti

sosial.
Jumlah anggaran : Rp. 536.775.500,-. target kinerja yaitu 100%..
Realisasi anggaran : Rp.507.828.600,- (94,61%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.10. Layanan Rehabilitasi sosial dasar Penyandang masalah
kesejahteraan sosial lainnya di Luar Panti bukan korban HIV/AIDS dan napza
diluar panti sosial pada Tahun 2025

, Tuna
No Jenis Layanan pemenuhan Orang Total
kebutuhan dasar Terlantar Susila
1 Pemberian Pelayanan Reunifikasi
0 46
Keluarga 46
) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, 0 26
Spiritual, dan Sosial 26
3 Pemberian Akses ke Layanan 0 33
Pendidikan dan Kesehatan Dasar 33
4 Pemberian Layanan Data dan
Pengaduan 23 186 209
5 | Pemberian Layanan Kedaruratan 23 186 209
6 | Pemberian Layanan Rujukan 11 18 29
7 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di 0 26
Luar Panti 26

Capaian kinerja kegiatan ini yaitu 100% dengan rincian :

Untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Orang Terlantar sebagai (PMKYS)

lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial

a. 46 orang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga, seluruhnya
berasal dari kategori Orang Terlantar.

b. 26 orang mendapatkan layanan bimbingan fisik, mental, spiritual,
dan sosial, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.

c. 33 orang mendapatkan layanan akses ke layanan pendidikan dan

kesehatan dasar, seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.
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d. 209 orang mendapatkan layanan data dan pengaduan, terdiri atas
23 Orang Terlantar dan 186 Tuna Susila.

e. 209 orang mendapatkan layanan kedaruratan, terdiri atas 23 Orang
Terlantar dan 186 Tuna Susila.

f. 29 orang mendapatkan layanan rujukan, terdiri atas 11 Orang
Terlantar dan 18 Tuna Susila.

g. 26 orang mendapatkan perbekalan kesehatan di luar panti,
seluruhnya berasal dari kategori Orang Terlantar.
Layanan dengan capaian tertinggi adalah layanan data dan
pengaduan serta layanan kedaruratan, masing-masing
menjangkau 209 orang, yang mayoritas berasal dari kelompok
Tuna Susila, sehingga menunjukkan bahwa respons cepat masih
menjadi kebutuhan utama dalam penanganan PMKS. Sementara
itu, layanan rehabilitatif seperti reunifikasi keluarga, bimbingan fisik,
mental, spiritual, dan sosial, serta akses layanan pendidikan dan
kesehatan dasar difokuskan pada Orang Terlantar sebagai upaya
pemulihan fungsi sosial. Selain itu, layanan rujukan menjangkau 29
orang dan perbekalan kesehatan di luar panti diberikan kepada 26
orang, yang menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara
terpadu dan berkelanjutan.
penjangkauan tersebut merupakan hasil jangkauan langsung baik
yang dilaksanakan rutin maupun hasil laporan masyakarat dari Tim
TRC Saribattang. Patroli WTS dan Waria juga telah menjalankan
penertiban dengan hasil jangkauan WTS yang langsung dirujuk ke
Panti Rehabilitasi Mattirodeceng. Pelayanan yang cepat, tepat, dan
berkelanjutan menjadi kunci dalam pemulihan kesejahteraan sosial
PMKS.

Pelaksanaan sasaran strategis indikator kinerja “Cakupan Penerima Layanan
Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di Luar Panti” didukung oleh komitmen
pimpinan dan aparatur, keterlibatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam
penjangkauan lapangan, serta dukungan koordinasi lintas perangkat daerah
dan lembaga layanan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.
Ketersediaan mekanisme penanganan pengaduan dan kedaruratan juga
menjadi faktor penting dalam menjamin keterjangkauan layanan kepada
PMKS sesuai kebutuhan di lapangan.

Namun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa
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belum ditetapkannya populasi PMKS/PPKS yang seharusnya menjadi
sasaran penerima layanan rehabilitasi sosial, sehingga menyulitkan
penetapan baseline, pengukuran capaian kinerja, serta penentuan target
layanan secara proporsional. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan
dalam mengukur tingkat cakupan layanan rehabilitasi sosial secara lebih
akurat.

Sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Makassar akan mendorong
penetapan dan pemutakhiran data PMKS/PPKS secara terstruktur dan
berbasis wilayah, memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penyusunan
basis data sasaran, serta melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja
dengan mengacu pada Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru
Tahun 2025-2026, agar lebih realistis, terukur, dan selaras dengan
kewenangan serta kondisi riil pelaksanaan di lapangan.serta mencapai
sasaran rehabilitasi sosial yaitu memulihkan fungsi sosial manusia, bukan

sekadar menyelesaikan masalah sesaat.

INOVASI

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan rehabilitasi sosial
bagi anak jalanan serta mendukung RPJMD dalam menanggulaangi anak
jalanan, UPT Rumah Penampungan Sementara dan Trauma Centre (RPTC)
Dinas Sosial Kota Makassar mengembangkan inovasi GEMAS AJA (Gerakan
Membersihkan Masjid, Aksesibilitas Pasar, dan Sekolah Bersama Anak
Jalanan). Inovasi ini merupakan model pembinaan sosial berbasis komunitas
yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, pendidikan, dan lingkungan
dalam proses perubahan perilaku anak jalanan.

GEMAS AJA dilaksanakan melalui keterlibatan anak jalanan dalam
kegiatan menjaga kebersihan masjid, mendukung kebersihan dan
keteraturan pasar, serta mengakses kegiatan pendidikan formal maupun
nonformal. Pendekatan ini bertujuan membentuk kebiasaan hidup sehat,
disiplin, bertanggung jawab, dan meningkatkan kepedulian sosial anak
jalanan sehingga mereka dapat berintegrasi kembali dengan lingkungan
masyarakat.

Pelaksanaan inovasi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan
perangkat daerah terkait, pengurus masjid, sekolah, pengelola pasar, serta
masyarakat. Kolaborasi tersebut menciptakan ekosistem pembinaan yang
mendukung proses rehabilitasi sosial secara berkelanjutan.

Hasil implementasi inovasi menunjukkan adanya perubahan perilaku positif
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pada anak jalanan, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kebersihan
dan kedisiplinan, berkurangnya stigma masyarakat terhadap anak jalanan,
serta terciptanya lingkungan fasilitas umum yang lebih bersih dan nyaman.

Selain itu, inovasi ini mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar
dalam mewujudkan kota yang ramah anak dan mengurangi aktivitas anak
jalanan di ruang publik. Melalui inovasi GEMAS AJA, Dinas Sosial Kota
Makassar tidak hanya melaksanakan pembinaan sosial, tetapi juga

mendorong terciptanya pemberdayaan dan reintegrasi sosial anak jalanan

secara lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Indikator kinerja kedua dari “Menurunkan beban PPKS” pada tahun
2025 di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu indikator
“Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar”
dan “ Persentase Penerima Manfaat Yang Meningkat Kemandirian
Ekonominya”, antara lain terlaksananya program Perlindungan dan
Jaminan Sosial, pada kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu
1) Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub
kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak

Terlantar;

2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
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Kabupaten/Kota Indikator capaian berupa persentase anak-anak
terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%, dengan

sub kegiatan

e Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;

e sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota;

e sub kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga
dan

e sub kegiatan fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi

masyarakat.

Anggaran kegiatan : Rp. 3.411.069.900,-.
Realisasi anggaran : Rp. 2.807.311.976,- (82,30,%), dengan rincian

realisasi pada :

triwulan 1 : Rp. 505.788.200,-
triwulan 1l : Rp. 118.453.800,-
triwulan Il : Rp. 593.288.170,-
triwulan IV : Rp. 1.589.781.896,-.

Realisasi kinerja pada tahun 2025 yaitu 81% dengan rincian

1)

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar dengan sub
kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak

Terlantar;

e 100 anak terlantar yang mendapatkan bantuan baik berupa

bantuan bantuan makanan tambahan;

Adapun rincian anak terlantar penerima bantuan tambahan gizi

sebagai berikut :

Tabel 3.7. Jumlah Penerima Bantuan Jumlah Penerima Bantuan Paket Tambahan

Makanan untuk Anak Tahun 2025

NO KELURAHAN JUMLAH
1 ANTANG 12

2 BANGKALA 12

3 BATUA 13

4 BIRING ROMANG 15

5 BITOWA 12
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NO KELURAHAN JUMLAH
6 BORONG 13
MANGGALA 10
TAMANGAPA 13

Total 100 Orang

Jumilah Penerima Dontuon Paket Tambahan Makanan Anok Tahun 2023
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Fasilitasi dan konsultasi Calon Orang Tua Asuh

Berdasarkan tabel, grafik dan gambar di atas, 100 orang
anak terlantar Penerima bantuan paket tambahan makanan
untuk anak yang terdata pada Dinas Sosial tahun 2025 berada
pada Kecamatan Manggala, dengan rincian 3 buah biskuit

kaleng dan 5 dos susu bubuk.

Pelaksanaan subkegiatan ini tidak hanya difokuskan pada
pemenuhan kebutuhan gizi secara langsung, tetapi juga pada
penguatan duskungan sosial berkelanjutan, yang diwujudkan
melalui dua kegiatan utama, yakni pemberian bantuan makanan
tambahan dan fasilitasi calon orang tua asuh. Kegiatan fasilitasi
Calon Orang Tua Asuh (COTA) atau pengangkatan anak
dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, pemantauan, dan
penerbitan rekomendasi. Pada masa pelaporan, tercatat
sebanyak 26 proses pengajuan, 12 proses pemantauan, serta
3 rekomendasi yang telah diterbitkan.

2) Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah

Kabupaten/Kota Indikator capaian berupa persentase anak-anak

terlantar yang dipelihara dan target kinerja yaitu 100%, dengan

sub kegiatan

Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
25.035 Orang jumlah fakir miskin yang didata usulan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial, baik dari usulan musyawarah
kelurahan, SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak)

dan usulan penerima bantuan iuran (KIS)




Pelaksanaan musyawarah kelurahan

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Kabupaten/Kota; 29.463 keluarga fakir miskin yang
mendapatkan pengentasan kemiskinan sebagai penerima
PKH/BPNT. sementara penerima PBI APBN sebanyak
290.699 orang dan penerima bantuan PBI APBD sebanyak
178.704 orang. Capaian ini yang menunjukkan peran
strategis Dinas Sosial dalam memastikan akses masyarakat
miskin terhadap bantuan sosial dan jaminan kesehatan.
Capaian ini didukung oleh pemutakhiran data melalui
musyawarah kelurahan, sinergi antara Dinas Sosial,
kelurahan, dan perangkat daerah terkait, serta ketersediaan
data terpadu sebagai dasar pengusulan penerima bantuan.
Selain itu, Dinas Sosial Kota Makassar telah melakukan
pengusulan PBI Jaminan Kesehatan (PBI JK) guna
mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC)
dan mengakomodir masyarakat yang membutuhkan KIS
APBD bagi warga yang belum tercover dalam skema PBI
APBN, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dasar

tetap terjamin.

Fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga, adalah
bantuan pemerintah mengurangi beban warga miskin kota
dengan pemberian bantuan perlengkapan jenazah sebanyak
1.133 paket dan 10 unit permandian jenazah. Jumlah tersebut
melebihi target yang ditetapkan, hal ini disebabkan pada awal
tahun 2025 layanan bantuan perlengkapan jenazah masih
terakomodir dari ketersediaan stok bantuan tahun 2024 yang
masih dapat dimanfaatkan.

Di samping pemberian bantuan sosial kesejahteraan
keluarga, subkegiatan ini juga mencakup pelaksanaan itsbat

nikah bagi masyarakat kurang mampu sebanyak 34
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pasangan sebagai upaya penguatan legalitas dan

kesejahteraan keluarga.
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e Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat. 100
orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi
masyarakat berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Melalui fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi
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masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota
Makassar, Pemerintah Kota berupaya membantu
masyarakat miskin agar memiliki sumber penghasilan yang
lebih mandiri dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, bantuan
Usaha Ekonomi Produktif (UEP) diberikan kepada 100 orang
penerima manfaat sebagai bentuk dukungan nyata dalam
mengembangkan usaha kecil sesuai potensi yang dimiliki

masing-masing penerima.

Sebagai gambaran sebaran penerima bantuan UEP
di seluruh wilayah Kota Makassar, rincian jumlah penerima
berdasarkan kecamatan dan kelurahan disajikan pada Tabel
berikut :

Tabel 3.8. Jumlah Penerima Bantuan Paket Warung Tahun 2025

Jumlah
Kecamatan Kelurahan penerima
bantuan

BIRINGKANAYA | SUDIANG RAYA 2

GADONG 1
BONTOALA

LAYANG 1

BARANG CADDI 2
KEP.

KODINGARENG 1
SANGKARRANG

BARANG LOMPO 1

BIRING ROMANG 3
MANGGALA BITOWA 1

MANGGALA 3

BARA BARAYA 1
MAKASSAR MACCINI 1

MACCINI PARANG 3

BONTO LEBANG 2
MAMAJANG MAMAJANG LUAR 1

MAMAJANG DALAM 1

KAMPUNG BUYANG 1
MARISO

PANAMBUNGAN 1

KARUWISI UTARA 5
PANAKKUKANG

SINRIJALA 9
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No

Kecamatan

Kelurahan

Jumlah
penerima

bantuan

RAPPOCINI

KARUNRUNG

IS

RAPPOCINI

KASSI KASSI

GUNUNG SARI

BANTA BANTAENG

10

TAMALANREA

BIRA

TAMALANREA

11

TAMALATE

MANNURUKI

BONTODURI

MANGASA

PARANG TAMBUNG

MACCINI SOMBAL

TANJUNG MERDEKA

12

TALLO

UJUNG PANDANG BARU

RAPPOJAWA

PANNAMPU

TAMMUA

KALUKU BODOA

WALA WALAYA

13

UJUNG
PANDANG

PISANG UTARA

LAJANGIRU

LOSASRI

LAE LAE

14

UJUNG TANAH

CAMBA BERUA

GUSUNG

CAMBAYA

TABARINGAN

PATINGALLOANG

PATINGALLOANG BARU

TAMALABBA

UJUNG TANAH

15

WAJO

MALIMONGAN TUA

N R R R R R N R gl N R W DA AR R R W R R N R NN R R R R RN
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No

Jumlah
Kecamatan Kelurahan penerima

bantuan

Total 100

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Penerima bantuan
Paket bantuan warung yang terdata pada Dinas Sosial tahun
2025 berjumlah 100 orang penerima bantuan usaha ekonomi
produktif di 15 kecamatan sekota Makassar. Sebaran penerima
menunjukkan variasi antar wilayah, dengan jumlah penerima
tertinggi berada di Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan
Tallo masing-masing sebanyak 14 orang, diikuti oleh
Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 13 orang dan Kecamatan
Ujung Pandang sebanyak 10 orang. Kondisi ini menunjukkan
bahwa penyaluran bantuan UEP telah mempertimbangkan
kebutuhan dan potensi usaha masyarakat di masing-masing
wilayah, sekaligus menunjukkan upaya pemerataan bantuan
pengembangan ekonomi masyarakat secara proporsional

sesuai dengan hasil pendataan dan usulan berbasis wilayah.

Pelaksanaan sasaran strategis indikator kinerja“Persentase
Pengelolaan Data Kemiskinan” didukung oleh komitmen pimpinan dan
aparatur, tersedianya mekanisme perencanaan melalui musyawarah
kelurahan, serta dukungan data dan koordinasi lintas perangkat
daerah dalam pelaksanaan perlindungan sosial. Namun demikian,
pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa perbedaan
kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,
keterbatasan validasi data penerima bantuan, serta ketidaksesuaian
sebagian indikator kinerja dalam Renstra sebelumnya dengan kondisi
pelaksanaan di lapangan. Sebagai rencana tindak lanjut, Dinas Sosial
Kota Makassar akan melaksanakan penyesuaian perencanaan dan
pengukuran kinerja dengan mengacu pada Renstra dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) terbaru Tahun 2025-2026, memperkuat
koordinasi dan pemutakhiran data berbasis wilayah, serta memastikan
penetapan indikator dan target kinerja yang lebih realistis, terukur, dan

selaras dengan kewenangan perangkat daerah.
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Indikator kinerja ketiga dari “Menurunkan beban PPKS” pada tahun 2025
masuk dalam kategori “Sangat Tinggi’d engan target 100% dan capaian
kinerja 100%.

Hal yang mendasari capaian indikator ini antara lain terlaksananya Program
Penanganan bencana, Program ini terdiri dari 2 kegiatan dan 6 sub kegiatan,
dengan indikator kinerja berupa Persentase Korban Bencana Alam/Sosial
Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap
Darurat Bencana Daerah Kota

Jumlah Anggaran : Rp. 2.457.806.100,-.

Realisasi anggaran : Rp. 1.794.960.928,- ( 73,30%)

Rincian realisasi anggaran :

: Rp. 77.550.400,-

: Rp. 269.187.500,-

o Triwulan 1l : Rp. 329.130.082,-

o Triwulan IV : RP. 1.119.092.946,-

e Triwulan |

e Triwulan Il

Rincian Kegiatan Program dari saaran ini terdiri dari 2 kegiatan yaitu :

®3)

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

Kabupaten/kota dengan indikator kinerja Jumlah Korban Bencana Alam

dan Sosial yang mendapatkan perlindungan/penanganan.

:Rp. 2..036.256.100,-. target kinerja yaitu 7.000 jiwa.
: Rp. 1.463.686.928,- (71,88%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Jumlah anggaran

Realisasi anggaran

Tabel. 3.11. Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kota

Makassar tahun 2025

Jenis Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial (jiwa)
N Penanganan Pelavanan Penyediaan
0 Kecamatan Penyediaan | Penyediaan | khusu bagi Dukl)J/n an Tempat
Permakanan Sandang kelompok Psikosgsial Penampungan
rentan Pengungsi
1 | Biringkanaya 638 638 13 - 1
2 | Bontoala 13 13 7 - -
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Jenis Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial (jiwa)

N Penanganan Pelavanan Penyediaan
0 Kecamatan Penyediaan | Penyediaan | khusu bagi Duka/n an Tempat
Permakanan Sandang kelompok Psikosgsial Penampungan

rentan Pengungsi
3 | Makassar 45 45 15 - -
4 | Mamajang 103 103 25 - -
5 | Manggala 2956 2956 886 - 1
6 | Mariso 191 191 12 - 1
7 Panakkukang 1036 1036 48 - -
8 | Rappocini 88 88 38 - -
9 Sangkarrang 2 2 - - -
10 | Tallo 413 413 110 - -
11 | Tamalanrea 935 935 156 - -
12 | Tamalate 583 583 118 - 2
13 | Ujung Pandang 5 5 2 - -
14 | Ujung Tanah 11 11 4 - -
Total 7019 7019 1434 87 5

Capaian kinerja kegiatan ini yaitu 103,25% dengan rincian :

7019 orang korban bencana mendapatkan layanan pemberian

permakanan

7019 orang korban bencana mendapatkan layanan pemberian

sandang

1434 orang korban bencana kelompok rentan mendapat penanganan

khusus

87 orang mendapat dukungan psikososial




(4)

Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap
Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota dengan Indikator kinerja yaitu
jumlah  penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap
kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota.

Jumlah anggaran : Rp. 421.550.000,-.

target kinerja yaitu 2 kegiatan.

Realisasi anggaran : Rp. 331.274.000,- (78,58%)

Rincian realiasi kinerja sebagai berikut :

Tabel. 3.12. Layanan Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial Kota Makassar

tahun 2025
No. Kegiatan Jumlah
1 | Membentuk Kampung Siaga Bencana di 5 Kecamatan | 5 Kecamatan
2 | Peningkatan kapasitas melalui pelatihan anggota KSB | 100 Orang
3 | Pemberian penghargaan kepada anggota Tagana 70 orang
= | .

Hamonsos & Pamkot Makassar
Bentuk Kampung S:aga Bencana




Faktor Penghambat :

e Masih butuh dukungan data dan tim penanganan bencana yang lebih
responsif dalam identifikasi korban bencana disabilitas dan memastikan
bantuan yang diberikan bagi disabilitas dan kelompok rentan lainnya lebih

sesuai dan tepat sasaran

Faktor Pendukung :

o Kegiatan penanganan bencana didukung oleh terbentuknya
Kampung Siaga Bencana kerjasama yayasan Inanta dan Tagana
serta dukungan dana Belanja Tidak Terduga

Tindak Lanjut :

¢ Memastikan peningkatan kapasitas tim penanganan bencana ;

¢ Menyempurnakan sistem reaksi cepat dan sistem identifikasi dan
pendataan bagi korban bencana disabilitas dan kelompok rentan
lainnya agar bantuan yang diberikan lebih sesuai baik dari segi jenis
disabilitas, lokasi dan kebutuhan khusus dan diharapkan kebutuhan
korban bencana penyandang disabilitas dapat diketahui sedini

mungkin.

Meningkatkan pemberdayaan sosial PPKS

Pencapaian sasaran strategis “Meningkatkan pemberdayaan sosial
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” diukur melalui indikator
persentase PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar setelah
memperoleh pendampingan sosial, dengan rumus perhitungan (Jumlah
PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar / Jumlah PPKS yang
mendapatkan pendampingan sosial) x 100%. Indikator ini digunakan untuk

melihat sejauh mana program pemberdayaan sosial yang dilaksanakan dapat
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mendorong peningkatan kemandirian PPKS dalam memenuhi kebutuhan
dasar kehidupannya.

Pada tahun 2025, capaian indikator menunjukkan bahwa berbagai
upaya pemberdayaan sosial yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi
positif terhadap peningkatan kapasitas dan keberdayaan PPKS.
Pendampingan sosial yang dilakukan melalui pembinaan sosial, fasilitasi
akses bantuan sosial, penguatan kapasitas dan keterampilan, serta
dukungan terhadap pengembangan usaha ekonomi produktif membantu
penerima manfaat memperoleh akses yang lebih baik terhadap layanan sosial
dan peluang peningkatan kesejahteraan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini juga didukung oleh
terlaksananya berbagai kegiatan penguatan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS), peningkatan kapasitas pekerja sosial
masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, penguatan
kelembagaan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya
sosial masyarakat semakin siap berperan sebagai mitra pemerintah dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Meskipun demikian, tantangan yang masih dihadapi adalah
memastikan bahwa peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya
manusia kesejahteraan sosial tersebut mampu menghasilkan perubahan
kondisi sosial ekonomi PPKS secara lebih nyata dan berkelanjutan. Hal ini
penting mengingat keberhasilan pemberdayaan sosial tidak hanya diukur dari
jumlah peserta yang memperoleh pelatihan atau pendampingan, tetapi juga
dari kemampuan penerima manfaat untuk meningkatkan kemandirian,
memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dan mengurangi ketergantungan
terhadap bantuan sosial.

Capaian tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan
kesejahteraan sosial dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030 yang
menekankan pentingnya pendekatan pemberdayaan dalam penanganan
masalah sosial. Dengan demikian, program pemberdayaan sosial tidak hanya
berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada upaya meningkatkan
kapasitas dan kemandirian PPKS agar secara bertahap dapat keluar dari
kondisi kerentanan sosial.

Program Pemberdayaan Sosial bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas dan kemandirian masyarakat miskin melalui pemberdayaan sosial
yang terencana dan berkelanjutan. Indikator kinerja utama program ini adalah

persentase masyarakat miskin yang mendapat pemberdayaan sosial, dengan
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target Renja Tahun 2025 sebesar 70 %.

Pagu anggaran Program Pemberdayaan Sosial Tahun 2025 sebesar
Rp 1.562.902.232,- dengan realisasi anggaran hingga Triwulan IV mencapai
Rp 1.380.879.700 (97,86 %). Hingga akhir Triwulan IV, capaian kinerja
program tercatat sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan
program sudah mencapai target Renja.

Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan validasi dan
verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) serta koordinasi dan
sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah. Namun demikian, masih
terdapat beberapa subkegiatan yang realisasinya belum optimal akibat

kendala administratif dan pergantian pimpinan pada lembaga mitra.

Tabel Capaian Subkegiatan Program Pemberdayaan Sosial

w

Sub Kegiatan

Target | Realisasi || Realisasi ||Capaian

Renja | TWIV | Kumulatif | (%) | eterangan

Koordinasi
penerbitan
berhadiah
uang atau

dan  sinkronisasi

izin undian gratis

dan pengumpulan
barang

36 6 36 100

Peningkatan kemampuan potensi

pekerja

kewenangan kabupaten/kota

sosial Masyarakat| 176 176 176 100

Peningkatan kemampuan potensi
tenaga kesejahteraan  sosial
kecamatan kewenangan
kabupaten/kota

15 15 15 100

Peningkatan kemampuan potensi

sumber

kelembagaan Masyarakat
kewenangan kabupaten/kota

kesejahteraan  sosial 100 100 100 100

Peningkatan kemampuan sumber
daya manusia dan penguatan

Lembaga

kesejahteraan keluarga (LK3)

I 100 100 100 100
konsultasi

] Rata-rata Capaian 79% 100 %
L] p | | | | | |

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan IV, capaian kinerja
Program Pemberdayaan Sosial tercatat sebesar 100%, yang berarti telah
melampaui dan memenuhi target Renja yang ditetapkan. Capaian ini
didukung oleh optimalnya pelaksanaan seluruh subkegiatan yang

direncanakan, khususnya pada kegiatan koordinasi dan sinkronisasi
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penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang,
serta berbagai kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
kesejahteraan sosial, baik pada tingkat masyarakat, kecamatan, maupun
kelembagaan.

Seluruh  subkegiatan dalam Program Pemberdayaan Sosial
menunjukkan capaian 100%, yang meliputi peningkatan kemampuan potensi
pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, sumber
kesejahteraan sosial kelembagaan masyarakat, serta peningkatan
kemampuan sumber daya manusia dan penguatan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3). Dengan demikian, rata-rata capaian kinerja
subkegiatan Program Pemberdayaan Sosial mencapai 100%, mencerminkan
keberhasilan pelaksanaan program secara menyeluruh.

Meskipun secara kuantitatif seluruh target kinerja telah tercapai,
dalam proses pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala administratif,
terutama terkait keterlambatan realisasi bantuan kepada Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan penyesuaian administratif akibat
pergantian pimpinan pada lembaga mitra. Namun, kendala tersebut tidak
berdampak signifikan terhadap capaian indikator kinerja program secara
keseluruhan.

Pelaksanaan validasi dan verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS) serta koordinasi yang intensif dengan mitra sosial memberikan
kontribusi positif dalam memastikan bahwa kegiatan pemberdayaan sosial

tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.

Faktor Pendorong

e Terbentuknya tim validasi dan verifikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS) yang aktif sejak awal tahun anggaran, sehingga mendukung
ketepatan sasaran penerima manfaat.

e Terjalinnya koordinasi yang baik dengan mitra sosial dan lembaga terkait

dalam pelaksanaan seluruh subkegiatan pemberdayaan sosial.

Faktor Penghambat

o Proses realisasi paket bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial
Anak (LKSA) yang menunggu pergantian pimpinan pada lembaga mitra.

e Proses administrasi pengadaan bantuan sosial yang memerlukan waktu

relatif lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Rencana Tindak Lanjut

e Melakukan percepatan tahapan administrasi pengadaan bantuan sosial
agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan lebih tepat waktu.

e Menyelesaikan proses validasi dan verifikasi LKS sesuai dengan target
Renja yang telah ditetapkan.

¢ Meningkatkan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS) melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi secara
berkelanjutan.

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan bertujuan untuk
menjaga dan melestarikan nilai sejarah serta jasa para pahlawan. Target
kinerja program adalah 1 lokasi taman makam pahlawan yang dikelola secara
baik. Realisasi anggaran hingga Triwulan IV mencapai Rp 562.845.616
(90,43 %), dengan capaian kinerja 100 %, sejalan dengan tahapan
pelaksanaan kegiatan yang dijadwalkan pada semester akhir tahun.

Tabel Subkegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan

_ ~ ||Capaian
Sub Kegiatan Target |[Realisasi Keterangan
No (%)
Pemeliharaan Taman Makam )
1 1 Lokasi||1 100
Pahlawan

Berdasarkan hasil evaluasi hingga Triwulan 1V, pelaksanaan Program
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan telah berjalan sesuai dengan tahapan
perencanaan yang ditetapkan dalam Renja Tahun 2025. Realisasi anggaran
pada akhir tahun menunjukkan tingkat serapan yang tinggi seiring dengan
dimulainya pelaksanaan kegiatan utama pada semester kedua.

Pelaksanaan program ini memerlukan proses pengadaan dengan
spesifikasi teknis tertentu, sehingga sebagian kegiatan baru dapat
direalisasikan pada Triwulan Il dan IV. Meskipun demikian, komitmen
pemerintah daerah dan dukungan masyarakat menjadi faktor pendukung
utama dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan dan pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para
pahlawan. pelaksanaan kegiatan ini berupa pemberian honor bagi tenaga
kebersihan dan keamanan di monument korban 40.000 jiwa dan makam

diponegoro, serta pemberian penghargaan berupa bantuan sembako bagi
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veteran dan janda perintis

Faktor Pendukung

Komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat Taman
Makam Pahlawan.

Dukungan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian
kawasan makam.

Ketersediaan tenaga kebersihan dan keamanan yang bertugas secara
rutin di Monumen Korban 40.000 Jiwa dan Makam Diponegoro.
Perhatian pemerintah daerah terhadap veteran dan janda perintis melalui

pemberian bantuan sembako sebagai bentuk penghargaan.

Faktor Penghambat

Pelaksanaan kegiatan yang bergantung pada proses pengadaan dengan
spesifikasi teknis tertentu.

Sebagian kegiatan baru dapat dilaksanakan pada semester kedua sesuai
jadwal perencanaan.

Keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pemeliharaan pada awal

tahun anggaran.

Rencana Tindak Lanjut

Mempertahankan kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
secara berkelanjutan.

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kebersihan dan keamanan agar
tugas pemeliharaan berjalan optimal.

Melanjutkan pemberian perhatian dan penghargaan kepada veteran dan
janda perintis secara berkala.

Menyusun perencanaan kegiatan yang lebih awal agar pelaksanaan

dapat dilakukan tepat waktu pada tahun berikutnya.

Meningkatnya Nilai AKIP Dinas Sosial (nilai sakip perangkat daerah)

Pencapaian sasaran strategis ini diukur melalui indikator Nilai Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Sosial Kota

Makassar yang mencerminkan tingkat kualitas implementasi SAKIP dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Nilai SAKIP menjadi indikator penting dalam
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menilai sejauh mana perangkat daerah mampu mengelola kinerja organisasi
secara efektif, mulai dari perencanaan hingga evaluasi kinerja.

Pada tahun 2025, capaian nilai SAKIP menunjukkan adanya
penguatan tata kelola kinerja organisasi, khususnya dalam meningkatkan
konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan
kegiatan, serta pelaporan kinerja perangkat daerah. Selain itu, capaian ini
juga menjadi bagian dari proses penyesuaian terhadap arah kebijakan
penguatan akuntabilitas kinerja yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama
pada periode RPIMD Kota Makassar Tahun 2025-2030.

Sebagai gambaran capaian kinerja atas sasaran strategis tersebut,
nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Sasaran Strategis Ketiga

Tahun 2025 Kategori
. . . . Nilai
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Capaian
Nilai SAKIP Perangkat 79.10 79.70 100% Sqnga_t
Daerah Tingai

7

Berdasarkan data capaian kinerja, indikator "Nilai SAKIP Perangkat
Daerah" pada tahun 2025 memperoleh realisasi sebesar 79,70 dari target
79,10 sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dengan kategori
Sangat Tinggi (BB). Capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola kinerja
Dinas Sosial Kota Makassar telah berjalan secara efektif dan semakin
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akuntabel melalui penguatan keterkaitan antara  perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja,
serta pelaporan hasil kinerja.

Pencapaian nilai tersebut didukung oleh konsistensi pelaksanaan
empat komponen utama manajemen kinerja, yaitu Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Internal yang secara umum telah berjalan dengan baik. Selain itu, komitmen
pimpinan dan seluruh aparatur dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), peningkatan kualitas dokumen perencanaan
dan pelaporan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala
turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja
perangkat daerah.

Dari perspektif manajemen kinerja, capaian ini menunjukkan adanya
peningkatan orientasi organisasi terhadap hasil (outcome) dan manfaat yang
diterima masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin kuatnya keterkaitan antara
sasaran strategis, program, kegiatan, indikator kinerja, dan penggunaan
anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan
kesejahteraan sosial. Pada saat yang sama, tahun 2025 merupakan masa
transisi menuju RPIJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030 sehingga Dinas
Sosial mulai melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sasaran
strategis, dan sistem pengukuran kinerja agar selaras dengan arah
pembangunan daerah periode yang baru.

Meskipun capaian nilai SAKIP telah melampaui target, masih terdapat
beberapa aspek yang perlu diperkuat, terutama dalam penyusunan indikator
yang lebih berorientasi outcome, penguatan pohon kinerja dan cascading
kinerja hingga level program dan kegiatan, serta peningkatan kualitas dan
konsistensi data dukung kinerja. Penguatan aspek tersebut menjadi penting
untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya organisasi dapat diarahkan
secara efektif dalam menghasilkan dampak pembangunan kesejahteraan
sosial yang lebih terukur.

Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial Kota Makassar akan terus
memperkuat implementasi manajemen kinerja berbasis hasil melalui
penyempurnaan indikator kinerja yang selaras dengan RPJMD Tahun 2025—
2030, penguatan penjenjangan kinerja organisasi, peningkatan kualitas
pengukuran outcome program, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi
sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja secara

berkelanjutan.
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Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Sosial Kota
Makassar ditinjau dari dua aspek utama, yaitu personel dan anggaran. Dari sisi
personel, pada tahun 2025 jumlah ASN sebanyak 94 orang dengan komposisi
seimbang antara 47 laki-laki dan 47 perempuan, yang mencerminkan
keseimbangan gender dalam struktur organisasi. Ditinjau dari tingkat pendidikan,
kualitas SDM relatif memadai dengan dominasi pendidikan Strata 1 sebanyak 68
orang, didukung Strata 2 sebanyak 9 orang dan lulusan SLTA sebanyak 14 orang,
sehingga secara umum telah mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun
manajerial. Untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kinerja, Dinas Sosial
mengoptimalkan sumber daya yang ada melalui peningkatan kapasitas ASN,
antara lain dengan pengiriman pegawai mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis
yang relevan dengan kebutuhan organisasi, sehingga kompetensi ASN semakin
selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Dari sisi anggaran, pada tahun 2025
Dinas Sosial Kota Makassar mengelola pagu sebesar Rp. 26.426.111.000, yang
dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.
Efisiensi anggaran dilakukan melalui pengendalian pelaksanaan kegiatan serta
pemanfaatan kembali sisa pagu anggaran ke dalam kegiatan prioritas yang secara
langsung mendukung pencapaian indikator kinerja, sehingga penggunaan
anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja
organisasi.

Gambaran kondisi personel dan anggaran menunjukkan bahwa Dinas Sosial
Kota Makassar telah memiliki kompaosisi SDM yang cukup memadai dan dukungan
anggaran yang proporsional sebagai faktor pendukung pencapaian kinerja. Namun
demikian, tantangan masih terdapat pada optimalisasi kompetensi ASN agar
sejalan dengan dinamika kebutuhan pelayanan sosial. Oleh karena itu, tindak
lanjut difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang terarah
serta pengelolaan anggaran yang lebih adaptif dengan mengalihkan sisa pagu ke
kegiatan prioritas, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dapat terus

ditingkatkan dan target kinerja dapat dicapai secara berkelanjutan.

Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan merupakan bagian penting dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar. Pada Tahun Anggaran
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2025, Dinas Sosial mengelola anggaran sebesar Rp26.462.111.000 yang
dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Berdasarkan Tabel
3.13, realisasi anggaran pada masing-masing sasaran strategis menunjukkan
capaian yang bervariasi, dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
sebesar,94%, Nilai SAKIP Perangkat Daerah sebesar 76,06%, pengelolaan data
kemiskinan sebesar 82,30%, pelayanan rehabilitasi sosial bagi PMKS sebesar
97,82%, serta pelayanan dan perlindungan sosial bagi korban bencana sebesar
73,03%. Secara keseluruhan, anggaran yang terealisasi mencapai Rp.
21.034.399.729 atau 83,33% dari total pagu APBD, sehingga pada akhir tahun
anggaran 2025 tercatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar
Rp5.427.711.271,-. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah
dilaksanakan secara efisien dan terkendali, meskipun masih terdapat ruang
optimalisasi pada beberapa indikator kinerja strategis.

Gambaran realisasi anggaran pada tabel di atas menunjukkan bahwa dukungan
anggaran menjadi faktor pendukung utama dalam pencapaian sasaran strategis
Dinas Sosial Kota Makassar, khususnya pada indikator pelayanan rehabilitasi
sosial PMKS yang mencapai realisasi sangat tinggi. Namun demikian, perbedaan
tingkat serapan antar indikator masih menjadi tantangan, terutama pada kegiatan
yang bersifat administratif dan penanganan bencana yang memerlukan fleksibilitas
pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut, Dinas Sosial melakukan penguatan
perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, optimalisasi pemanfaatan sisa
anggaran pada kegiatan prioritas, serta peningkatan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program agar serapan anggaran semakin selaras dengan capaian

kinerja yang ditetapkan.
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(2022-2026)

Tabel 3.14. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial 2025

% Kinerja % Anggaran
No SasaranStrategis Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian
1 | Terwujudnya Indeks Kepuasan 100 % 94.14% 94,14% 2.798.700.436 | 2.181.353.754 77,94%
pelayanan publik Masyarakat (IKM)
yang sombere’ dan
smart
2 | Meningkatnya kualitas Nilai SAKIP Perangkat 70% 79,70% 113,85% 10.621.874.824 | 8.079.290.874 76,06%
laporan kinerja dan Daerah
keuangan
3 | Meningkatnya Persentase 100% 100% 100% 3.411.069.000 | 2.807.311.976 82,30%
Perlindungan sosial pengelolaan data
masyarakat miskin kemiskinan
Persentase pelayanan 100% 100% 100% 4.947.246.508 | 3.995.488.081 80.76%
rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)
Persentase pelayanan 100% 100% 100% . 2.457.806.100 | 1.794.960.928 73.03%

dan perlindungan
sosial bagi korban
bencana

98




(2025-2030)

Tabel 3.14. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial 2025

% Kinerja % Anggaran
No SasaranStrategis Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian Pagu Realisasi Capaian
Meningkatnya 3% 2,48% 82,6% 2.798.700.436 | 2.181.353.754 77,94%
Perlindungan
1 Pemerlu Pelayanan Es:;zn;ase PPKS yang
Kesejahteraan Sosial y
(PPKS)
Persentase PPKS 95% 97% 102% 10.621.874.824 | 8.079.290.874 76,06%
2 Menurunkan Beban Yang Mendapatkan
PPKS Bantuan Sosial Tepat
Sasaran
: Persentase PPKS 60% 60% 100% 3.411.069.000 | 2.807.311.976 82,30%
Meningkatkan )
. Yang Diberdayakan
3 | Pemberdayaan Sosial .
Oleh Potensi Sumber
PPKS : i
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
Meningkatkan nilai - - L 79,10% 79,70% 100% 4.947.246.508 | 3.995.488.081 80.76%
o L Nilai Akuntabilitas Kinerja
4 | akuntabilitas kinerja Dinas Sosial

dinas sosial
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Tabel 3.15. Perbandingan tahun 2024 dan tahun 2025

(2021-2026)

Realisasi (%) Capaian (%)
No Sasaran Indikator Kinerja Data Awal
2024 2025 2024 2025
1 Terrwujudnya Indeks Kepuasan
pelayanan publik Masyarakat (IKM) 82,6 82,6% 94,14 84.1 94,14
yang sombere’ dan
smart
2 Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat
kualitas laporan Daerah 60% 77,75% 79,70 76.4 100
kinerja dan keuangan
3 Meningkatnya Persentase pengelolaan o o
Perlindungan sosial data kemiskinan 100% 88,6% 61,76 100 61,76
masyarakat miskin
Persentase pelayanan
rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah 100% 92% 100 100 100
kesejahteraan sosial
(PMKS)
Persentase pelayanar_1 2000 4801
dan_perllndungan sosial 7.019 100 100
bagi korban bencana Orang Orang
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Tabel 3.14. Perbandingan tahun 2024 dan tahun 2025

(2025-2030)

Data Awal Realisasi (%)
No SasaranStrategis Indikator Kinerja
Target 2024 2025 Pagu 2024 2025
Meningkatnya 3% 0 2,8% 2.798.700.436 | 2.181.353.754 77,94%
Perlindungan
1 | pemerlu Pelayanan Es:;zn;ase PPKS yang
Kesejahteraan Sosial y
(PPKS)
Persentase PPKS 95% 88,6% 97% 10.621.874.824 | 8.079.290.874 76,06%
2 Menurunkan Beban Yang Mendapatkan
PPKS Bantuan Sosial Tepat
Sasaran
: Persentase PPKS 60% 92% 100% 3.411.069.000 | 2.807.311.976 82,30%
Meningkatkan )
. Yang Diberdayakan
3 | Pemberdayaan Sosial .
Oleh Potensi Sumber
PPKS : i
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
Meningkatkan nilai - - L 79,10% 77,75% 79,70% 4.947.246.508 | 3.995.488.081 80.76%
o L Nilai Akuntabilitas Kinerja
4 | akuntabilitas kinerja

dinas sosial

Dinas Sosial
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Tabel 3.16. Perbandingan Jangka Menengah 2021-2026

Data Akhir Periode

N Sasaran IKU Indikator Renstra 2026 REelEes CrlpelEl
2024 2025 2024 2025
1 Terwujudnya Indeks Kepuasan
pelayanan publik yang| Masyarakat (IKM) 100 84,1% 87,8 84.1 87,8
Sombere' dan Smart
2 Meningkatnya kualitas | Nilai SAKIP Perangkat
laporan kinerja dan Daerah 75
keuangan 77.75 79,70 127,3 113,85
3 Meningkatnya Persentase
perlindungan sosial pengelolaan data 100 69.5 73,4 69,5 73,4
masyarakat miskin kemiskinan
Persentase pelayanan
rehabilitasi sosial bagi
penyandang masalah 100 100 100 100 100
kesejahteraan sosial
(PMKS)
Persentase pelayanan
dan perlindungan 100 100 100 100 100
sosial bagi korban
bencana
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Tabel 3.16. Perbandingan Jangka Menengah 2025-2030

Data Akhir Periode

A Sasaran IKU Indikator Renstra 2026 R SRR
2024 2025 2024 2025
Meningkatnya
Perlindungan Pemerlu
1 Pelayanan P:rzsegéfgs ZPKS 5% 0 2,8 0 2,8%
Kesejahteraan Sosial yang y
(PPKS)
Persentase PPKS
2 [Menurunkan Beban Yang Mendapatkan 100% 88,6% 97% 88,6% 97%
PPKS Bantuan Sosial Tepat
Sasaran
. Persentase PPKS
:\D/Iemg gkdatkan Yang Diberdayakan
3 emuercayaan Oleh Potensi Sumber 100% 92% 100% 92% 100%
Sosial PPKS . :
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
Mkenlnglfﬁtkar;('nlla_l Nilai Akuntabilitas Kinerja
4 | akuntabilitas kinerja | o< gocia) 85 77,75 79,70 77,75 79,70
dinas sosial
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Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran (2021-2026)

%

No | Sasaran IKU Indikator Target | Realisasi| Capaian Anggaran Realisasi Penyerapan | Efisiensi
Anggaran
Terwujudnya Indeks Kepuasan
pelayanan publik yang | Masyarakat (IKM) 100 | 94,14 94,14 2.798.700.436 | 2.181.353.754 77,94% 1,20%
Sombere' dan Smart
Meningkatnya kualitas | Nilai SAKIP
'lf‘epora” kinerjadan | Perangkat Daerah 01 79,70 113,85 | 10.621.874.824 | 8.079.290.874  76,06% 1,46%
uangan
Meningkatnya Persentase
erlindungan sosial pengelolaan data
P S =" 100 100 100 3.411.069.000 2.807.311.976 82,30% 0,75%
masyarakat miskin kemiskinan
Persentase
pelayanan
rehabilitasi sosial
Pnafslall?:ﬁyandang 100 | 100 100 4.947.246.508 3.995.488.081]  80.76% 1,24%
kesejahteraan sosial
(PMKS)
Persentase
pelayanan dan
perlindungan sosial 100 100 100 . 2.457.806.100 1.794.960.928 73.03% 1,36%

bagi korban bencana
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Tabel 3. 17. Efisiensi Penggunaan Anggaran (2025-2030)

%
No | Sasaran IKU Indikator Target | Realisasi| Capaian Anggaran Realisasi Penyerapan | Efisiensi
Anggaran
Meningkatnya
Perlindungan Pemerlu Persentase PPKS
1 Pelayanan 3% 2,8 93 2.798.700.436 2.181.353.754 77,94% 0,22%
: . yang berdaya
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)
Persentase PPKS
0
b [Menurunkan Beban | Yang Mendapatkan 9% o7 100 10.621.874.824 |  8.079.290.874  76,06% 0,85%
PPKS Bantuan Sosial Tepat
Sasaran
: Persentase PPKS
I\P/I:r:'tr;ggﬁkzgn Yang Diberdayakan
3 . y Oleh Potensi Sumber 60 60 100 3.411.069.000 2.807.311.976 82,30% 1,21%
Sosial PPKS : ;
Kesejahteraan Sosial
(PSKS)
Meningkatkan nilal | Nilaj Akuntabilitas
4 S . Kinerja Dinas Sosial 79,10, 79,70 100 4.947.246.508 3.995.488.081 80.76% 1,24%
kinerja dinas sosial

105




Berdasarkan tabel efisiensi penggunaan anggaran, dapat disimpulkan
bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan
berjalan cukup baik. Efisiensi yang terjadi pada beberapa indikator, seperti IKM,
SAKIP, rehabilitasi sosial PMKS, serta perlindungan sosial korban bencana, pada
dasarnya dipengaruhi oleh upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
Kegiatan dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih hemat tanpa mengurangi
kualitas layanan dan hasil kinerja. Kondisi ini menggambarkan bahwa
perencanaan anggaran sudah cukup sesuai kebutuhan, serta pelaksanaan
kegiatan mampu menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Pada indikator Persentase Pengelolaan Data Kemiskinan, efisiensi
anggaran tercatat paling rendah yaitu 0,75%, yang menunjukkan bahwa hampir
seluruh anggaran terserap dalam pelaksanaan kegiatan. Kondisi ini dapat
dipahami karena kegiatan pengelolaan data kemiskinan merupakan kegiatan
yang bersifat teknis, membutuhkan dukungan operasional yang relatif pasti, serta
melibatkan proses verifikasi, pembaruan, dan sinkronisasi data secara
berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan data kemiskinan memerlukan biaya yang cukup besar
pada komponen pendukung seperti pengumpulan data, validasi lapangan,
koordinasi lintas sektor, serta penguatan sistem informasi agar data yang
dihasilkan lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan
bantuan sosial. Dalam tahun berjalan terjadi peralihan Renstra dan juga terjadi
perubahan sistem nasional yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasiional (DTSEN), sehingga
mempengaruhi capaian kinerja tidak sesuai target sesuai Perjanjian Kinerja.
Namun demikian, upaya untuk melakukan penghematan anggaran relatif terbatas,
karena sebagian besar belanja langsung terkait dengan kebutuhan pelaksanaan
inti kegiatan.

Meskipun efisiensi rendah, kondisi ini tidak menunjukkan pemborosan, melainkan
mencerminkan bahwa alokasi anggaran yang disusun sejak awal sudah sangat
mendekati kebutuhan riil. Dengan demikian, penggunaan anggaran pada indikator
ini tetap dapat dinilai efektif karena mampu mendukung pelaksanaan kegiatan
secara maksimal dan memastikan data kemiskinan yang dikelola dapat digunakan
sebagai dasar pelayanan dan perlindungan sosial yang tepat sasaran. Pada tahun
2025 telah menghasilkan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kota Makassar yang akan menjadi database untuk mendukung pelaksanaan

pelayanan sosial di masa mendatang.
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Jika dilihat secara keseluruhan, perbandingan antara periode 2021-2026 dan
2025-2030 menunjukkan adanya perubahan arah kebijakan yang cukup
signifikan. Pada periode sebelumnya, fokus kinerja masih lebih banyak
menekankan pada capaian layanan secara umum. Sementara itu, pada periode
2025-2030, arah kebijakan mulai lebih menitikberatkan pada dampak nyata yang
dirasakan masyarakat, khususnya terkait peningkatan keberdayaan Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Perubahan ini turut mempengaruhi tingkat efisiensi anggaran. Pada periode
terbaru, efisiensi cenderung lebih kecil pada beberapa indikator. Hal ini bukan
berarti kinerja menurun, melainkan menunjukkan bahwa anggaran digunakan
secara lebih optimal dan langsung menyasar kebutuhan masyarakat. Program-
program yang bersifat intervensi langsung umumnya memang membutuhkan
dukungan anggaran yang lebih pasti, sehingga ruang untuk efisiensi menjadi lebih
terbatas.

Di sisi lain, masih terdapat indikator yang mampu menunjukkan efisiensi yang
cukup baik. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap berjalan
dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan anggaran yang efektif, tanpa
mengurangi kualitas hasil yang dicapai. Artinya, perangkat daerah sudah mampu
menyeimbangkan antara penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja.

Dari aspek penyerapan anggaran, kedua periode menunjukkan pola yang relatif
stabil. Ini menandakan bahwa program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai
dengan perencanaan, meskipun masih terdapat peluang untuk meningkatkan
optimalisasi realisasi anggaran, terutama menjelang akhir tahun anggaran.
Selain itu, adanya perubahan kebijakan nasional dan sistem data sosial juga turut
mempengaruhi capaian dan efisiensi. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian
dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar tetap relevan dengan
kebutuhan di lapangan.

Dengan demikian, efisiensi anggaran tidak hanya dapat dilihat dari besar kecilnya
penghematan, tetapi juga dari seberapa tepat anggaran tersebut digunakan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, penggunaan anggaran
pada kedua periode sudah menunjukkan arah yang baik, yaitu semakin fokus

pada hasil dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
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Analisis Perbandingan dengan target nasional

Dinas Sosial dalam hal ini menjalankan amanat Permendagri nomor 59 tahun
2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Kementerian Sosial Rl juga telah
menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di
Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota yang menjelaskan secara detail
tentang tahapan dan ketentuan-ketentuan teknis yang harus dilaksanakan dalam
mencapai SPM bidang sosial. Dinas Sosial Kota Makassar menjalankan amanat
Standar Pelayanan Minimal pada pelayanan dasar sosial terdiri atas Rehabilitasi
Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar
di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan
Pengemis di Luar Panti, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat
Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

1. Target Pencapaian SPM Dinas Sosial
Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu

kepada penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan Permendagri 59

Tahun 2021 tentang Penerapan Standar

menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

Pelayanan Minimal telah

Target
NO i i i Target SPM
Jenis Pelayanan Indikator Pencapaian RKPD
(%)
Rehabilitasi sosial dasar Jumlah warga negara penyandang disabilitas
1 | penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar | 100 100
terlantar diluar panti panti
2 | Rehabilitasi sosial dasar Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi 100 100
anak terlantar diluar panti sosial diluar panti
Rehabilitasi sosial dasar Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang
3 lanjut usia terlantar diluar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti 100 100
panti
Rehabilitasi sosial dasar Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis
4 | tuna sosial khususnya yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna 100 100
gelandangan dan pengemis | sosial diluar panti
diluar panti
Perlindungan dan jaminan | Jumlah warga negara korban bencana kab/kota
sosial pada saat tanggap & | yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial
5 pasca bencana bagi korban | pada saat dan setelah tanggap darurat bencana 100 100
bencana kab/kota bagi korban bencana kab/kota
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2. Anggaran

Alokasi Anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan

kegiatan yang berkaitan dengan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Dasar dan Gelandangan

Pengemis di Luar Panti Sosial dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat

tanggap & pasca bencana bagi korban bencana kab/kota sebagai berikut :

Tabel 3.19 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial

No

Program/Kegiatan

Anggaran

Sumber

Dana

Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan dan Pengemis di Luar
Panti Sosial

Rp. 3.411.069.000,-

APBD

Program Penanganan Bencana

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban
Bencana Alam dan Sosial
Kabupaten/Kota

Rp. 2.457.806.100,-

APBD

3. Hasil Capaian

Tabel 3. 20.
Realisasi pencapaian SPM bidang urusan sosial

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut :

No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan Indikator Pencapaian / Output Total
SPM Pencapaian
KATEGORI INDEKS
PENCAPAIAN SPM 100.00%
Rehabilitasi Sosial Dasar
1 | Penyandang Disabilitas Telantar 100.00 %
di Luar Panti
Jumlah Jumlah Yang Belum
PERSENTASE PENCAPAIAN Total Total
PENERIMA LAYANAN DASAR Yang van 80.00 %
(80%) Harus 9 Terlayani
. .| Terlayani
Dilayani
« Jumlah yang Harus Dilayani 600 656 156 100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00 %
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Total

No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan : ,
SPM Indikator Pencapaian / Output Pencapaian
Ju;nnlah Jumlah | Jumlah yang
g’ 9 yang belum
arus terlayani terlayani
dilayani
1. Layanan data dan pengaduan 600 656 0 100.00 %
2 . Penyediaan permakanan 45 58 +13 100.00 %
3. Penyediaan layanan _ 45 58 +13 100.00 %
kedaruratan / layanan reaksi cepat
4 . Penyediaan sandang 58 58 0 100.00 %
5. Penyediaan alat bantu 15 15 100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan 20 58 0 100.00 %
kesehatan
7. Pemberlgn blmblngar) fisik, 20 20 0 100.00 %
mental, spiritual dan sosial
8 . Pemberian bimbingan sosial
kepada keluarga penyandang 20 20 0 100.00 %
disabilitas terlantar
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat o
Nikah, dan/atau Kartu ldentitas 20 20 0 100.00 %
Anak / Bukti dokumen
kependudukan
10 . Akses ke layanan pendidikan
dan kesehatan dasar/ fasilitasi 20 20 0 100.00 %
layanan pendidikan dan kesehatan
11 . Pemberian pelayanan 5 2 0 100.00 %
penelusuran keluarga
12 . Pemberian pelayanan 0
reunifikasi keluarga 20 20 0 100.00 %
13 . Layanan rujukan 30 30 0 100.00 %
2 | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak o
Telantar di Luar Panti 100.00 %
Jumlah Jumlah vana Belum
Total Total 9
PERSENTASE PENCAPAIAN Yang van 80.00 %
PENERIMA LAYANAN DASAR Harus Terla %ni Terlayani
(80%) Dilayani Y
« Jumlah yang Harus Dilayani 100 100 0 100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00 %
J;J/;nnlgh Jumlah | Jumlah yang
yang belum
harus .| terlayani terlayani 64.41 %
dilayani
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Total

No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan : :
SPM Indikator Pencapaian / Output Pencapaian
1. Layanan data dan pengaduan 100 106 +6 100.00 %
2 . Penyediaan permakanan 100 106 +6 100.00 %
3. Penyediaan layanan _ 100 106 +6 100.00 %
kedaruratan/ layanan reaksi cepat
4 . Penyediaan sandang 100 106 +6 100.00 %
5 . Penyediaan perbekalan 0
kesehatan (Penyediaan P3K) 92 106 *6 100.00 %
6. Pemberlgn b|mb|ngar) fisik, 92 106 +6 100.00 %
mental, spiritual dan sosial
7 . Pemberian bimbingan sosial 80 80 0 100.00 %
kepada keluarga anak terlantar
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat 0
Nikah, dan/atau Kartu Identitas 48 48 0 100.00 %
Anak / Bukti dokumen
kependudukan
9 . Akses ke layanan pendidikan
dan kesehatan dasar / fasilitasi 48 48 0 100.00 %
layanan pendidikan dan kesehatan
10 . Pemberian pelayanan 2 2 0 100.00 %
penelusuran keluarga
11. E_emperlan pelayanan 100 106 +6 100.00 %
reunifikasi keluarga
12 . Layanan rujukan 5 5 0 100.00 %
3 | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut 0
Usia Terlantar di Luar Panti 100.00 %
Jumlah Jumlah vana Belum
PERSENTASE PENCAPAIAN Total Total 9
PENERIMA LAYANAN DASAR Yang van 80.00 %
(80%) Harus Terla %ni Terlayani
Dilayani y
« Jumlah yang Harus Dilayani 35 35 0 100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00 %
Jumlah Jumlah lah
yang yang Jumlah yang
harus terlavani belum 100.00 %
dilayani y terlayani
1. Layanan data dan pengaduan 35 35 0 100.00 %
2 . Penyediaan layanan _ 35 35 0 100.00 %
kedaruratan / layanan reaksi cepat
3 . Penyediaan permakanan 35 35 0 100.00 %
4 . Penyediaan sandang 35 35 0 100.00 %

111




Total

No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan : :
SPM Indikator Pencapaian / Output Pencapaian
5. Penyediaan alat bantu 10 10 0 100.00 %
6 . Penyediaan perbekalan 0
kesehatan (Penyediaan P3K) 35 35 0 100.00 %
7. Pemberlgn b|mb|ngar_1 fisik, 35 35 0 100.00 %
mental, spiritual dan sosial
8 . Pemberian bimbingan sosial
kepada keluarga Penyandang 15 15 0 100.00 %
Disabilitas Lanjut Usia terlantar
9 . Fasilitasi pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat 13 13 0 100.00 %
Nikah / Bukti dokumen
kependudukan
10 . Akses ke layanan kesehatan 0
dasar / fasilitasi layanan kesehatan 10 10 0 100.00 %
11 . Pemberian pelayanan 15 15 0 100.00 %
penelusuran keluarga
12 . Pemberian pelayanan 0
reunifikasi keluarga 15 23 0 100.00 %
13 . Layanan rujukan 10 10 0 100.00 %
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna
4 Sosial Khususnya Gelandangan 100.00 %
dan Pengemis di Luar Panti
Jumlah Jumlah vana Belum
PERSENTASE PENCAPAIAN Total Total 9
PENERIMA LAYANAN DASAR Yang van 80.00 %
(80%) Harus Terla %ni Terlayani
Dilayani y
* Jumlah yang Harus Dilayani : 80 80 0 100.00 %
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00 %
Jumlah Jumlah
Jumlah yang
yang yang
harus | terlayani belum . 100.00 %
dilayani terlayani
1. Layanan data dan pengaduan 80 80 0 100.00 %
2 . Penyediaan layanan _ 80 80 0 100.00 %
kedaruratan / layanan reaksi cepat
3 . Penyediaan permakanan 80 80 0 100.00 %
4 . Penyediaan sandang 80 80 0 100.00 %
5 . Penyediaan perbekalan 0
kesehatan (Penyediaan P3K) 80 80 0 100.00 %
6. Pemberlgn blmblngar) fisik, 80 80 0 100.00 %
mental, spiritual dan sosial
7 . Pemberian bimbingan sosial
kepada keluarga gelandangan dan 80 80 0 100.00 %

pengemis
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No | Indikator Kinerja/Jenis Layanan Indikator Pencapaian / Output Total
SPM Pencapaian
8 . Fasilitasi pembuatan Nomor
Induk Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat 0
Nikah, dan/atau Kartu ldentitas 36 36 0 100.00 %
Anak / Bukti dokumen
kependudukan
9 . Akses ke layanan pendidikan
dan kesehatan dasar / fasilitasi 20 20 0 100.00 %
layanan pendidikan dan kesehatan
10 . Pemberian pelayanan 80 80 0 100.00 %
penelusuran keluarga
11. I_D_emperlan pelayanan 61 61 0 100.00 %
reunifikasi keluarga
12 . Layanan rujukan 1 7 +6 100.00 %
Perlindungan dan Jaminan
5 | Sosial Pada Saat Tanggap dan 0
Paska Bencana Bagi Korban 100.00 %
Bencana Kabupaten/Kota
Terjadi/Tidak Ya Terjadi Bencana
Jumlah Jumlah vana Belum
PERSENTASE PENCAPAIAN Total Total g
PENERIMA LAYANAN DASAR Yang van 80.00 %
(80%) Harus 9 Terlayani
, .| Terlayani
Dilayani
« Jumlah yang Harus Dilayani
7000 7019 +1.218 100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) 20.00 %
Jumlah Jumlah
Jumlah yang
yang yang
harus terlavani belum
dilayani y terlayani
1. Penyediaan permakanan 7000 7019 +1218 100.00%
2 . Penyediaan sandang 7000 7019 +1218 100.00 %
3 . Penyediaan tempat ' 3 6 0 100.00 %
penampungan pengungsi
4 . Penanganan khusus bagi 1031 1434 +403 100.00 %
kelompok rentan
5 . Pelayanan dukungan 300 300 0 100.00 %

Psikososial
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4.

Kendala, Permasalahan dan Solusi

a. Pengumpulan Data

C.

Kendala :

1) Belum dilakukan pemutakhiran data pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

2) Data dan pengaduan yang masuk terkadang tidak lengkap dan sulit untuk
dilengkapi.

Permasalahan :

1) Proses pengumpulan data masih berdasarkan hasil layanan kedaruratan;

2) Proses pengumpulan data untuk rehabilitasi sosial dasar belum terstruktur
sehingga belum menghasilkan data yang siap untuk diintervensi.

Solusi :

Melakukan identifikasi data baik melalui DTKS maupun verifikasi dan validasi ke

masyarakat;

Penghitungan Kebutuhan

Kendala :

1) Belum adanya data awal yang valid sehingga sulit melakukan penghitungan
kebutuhan.

Permasalahan :

1) Akibat pengumpulan data yang belum andal, maka perhitungan kebutuhan juga
belum menghasilkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan dari PPKS/PMKS

Solusi :

1) Melakukan pengumpulan data dan identifikasi kebutuhan;

Perencanaan dan Penganggaran

Kendala :

1) Sulit menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan karena data yang
memerlukan rehabilitasi sosial dasar belum ada.

Permasalahan :

1) Akibat perhitungan kebutuhan yang belum menghasilkan nilai yang sesuai
kebutuhan maka ketika proses perencanaan dan penganggaran dinas sosial
sulit untuk berargumentasi agar mendapatkan anggaran yang memadai

Solusi :

Melakukan analisa kebutuhan dan jumlah orang yang membutuhkan untuk

diajukan pada saat perencanaan dan penganggaran.

Pelaksanaan

Kendala :
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Pembagian tupoksi kerja yang belum dibuat secara spesifik sehingga pelaksanaan

belum berjalan dengan efektif.

Permasalahan :

Pelaksanaan penelusuran keluarga dapat dilaksanakan namun biasanya tumpang

tindih dengan reunifikasi keluarga karena lebih seringnya penelusuran keluarga

dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi saja.

Solusi :

Membentuk tim kerja yang dituangkan dalam SK bersama dengan instrumen

pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 3.21 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial

NO Jenis Pelavanan Target Target Realisasi | Realisasi | Realisasi
y RKPD | SPM (%) | 2023 (%) | 2024 (%) | 2025 (%)

Rehabilitasi sosial dasar

1 penyandang disabilitas 100 100 100 100 100
terlantar diluar panti

2 | Rehabilitasi sosial dasar 100 100 100 100 100
anak terlantar diluar panti
Rehabilitasi sosial dasar

3 lanjut usia terlantar diluar 100 100 100 100 100
panti
Rehabilitasi sosial dasar tuna

4 | sosial khususnya . 100 100 100 100 100
gelandangan dan pengemis
diluar panti
Perlindungan dan jaminan

5 | sosial pada saat tanggap & 100 100 100 100 100

pasca bencana bagi korban
bencana kab/kota
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Makassar
Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Sosial dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Laporan ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja program dan kegiatan, tetapi
juga menjadi cerminan upaya berkelanjutan dalam memberikan pelayanan sosial
yang responsif dan berpihak pada kelompok rentan.

Secara umum, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang
selaras dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Program dan
kegiatan yang dilaksanakan dengan dukungan APBD Kota Makassar Tahun
Anggaran 2025 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran
pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra Dinas
Sosial Kota Makassar. Berbagai capaian tersebut sekaligus menjadi gambaran
komitmen Dinas Sosial dalam memperkuat perlindungan dan rehabilitasi sosial
secara berkelanjutan.

Melalui LKjIP ini, Dinas Sosial Kota Makassar berharap laporan kinerja
tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi bahan
refleksi dan pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi program di masa mendatang, sehingga kebijakan dan
layanan sosial yang dihasilkan semakin tepat sasaran dan memberi manfaat nyata
bagi masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 ini,
akuntabilitas kinerja bukan sekadar laporan capaian, tetapi komitmen
berkelanjutan untuk menghadirkan pelayanan sosial yang lebih tepat sasaran,

manusiawi, dan berdampak.

KEPALA DINAS,

H. ANDI BUKTI DJUFRIE, S.P..MSi
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690330 199903 1 006
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WALI KOTA MARASSAR
PROVINSI SULAWEST SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGES PERANCKAT DAERAH TAHUN 20252029

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

&,

WALl KOTA MAKASSAR,

bahwa penvusunian Hencina Strategia Peranghat Daerah
Tahun 2025-2029 merupakan wujud pelaksanaan nilmi-
nilad Fancagila vang mencerminkan  pEréncANRAn
pembangunan  berdasarkan  pringip  keterpadudn.
konsistenst, partisipas:, (ransparans, dan keberlanjutan,
guna mewujudian tata kelola pemerintahan daerah yang
cfektif, efisien, akuntabel wserta berorientasi pada
peningkatan kualitas hidup masyarakat Kote Makassar,
bahwa dinamika sosinl, ekonomi, dan budaya o Kota
Makassar mepuntut  perencannan  pembangunan  Yang
adaptif, partisipatif, dan responsil rerhadap kebutuhan
mésyarikat dan adanve arah kebijgkan pembangunan
VANE [ETENCARA, terpadu, krmsisten, dan
berkesinambungan  maka  dibutuhkan  dokumen
pérencAnaan  turunan  berupi  Rencana STATCEE
Perangkat Daerah Tahun 2025-0029;

. bakwa '‘berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peramuran

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daergh, Tata Cara Evalussi Reancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencara Pembangunan
Jorglea Tarigang Dacrall dan Reovdns Pemi@ngungn
Jangks Menengah Daerah, serte Tata Cars Perubahan
Rencana Pembangunan .Jangka Pangng [aerab  dam
Rencann Pembangunan Jangka Menengal Duerih, dan
Rencana Kerjn Pemernintah -Daerah, penetdépan Rencans
Strategis Peranghkat daerah ditetapkan dengan Persturan
Kepala Daerah:

bahwa  berdesarkidn  pertimbangan  sebagaimans
dimaksud pada hurufl 5 huraf b dan huruf o, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota rtentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029,




Mengingat

=

Pasal I8 -ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangupan  Namonal
{Lembaran Negara. Republik Indonesla Tahun 2004
Momar 104, Tambahan LembBaran I'l-[l:-.g:q_m Eepublil
Indonesia Nomor 4421

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintehan  Caerak (Lembaran Negarn Republik
Indomesia. Tabun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembiran Negara Republik indonesia Nomor 5587)
sebagaimana  telah diubah beberapa kall  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemetintah, Penggantl Uncang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja:
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Moo 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 6856}
Undang-Undeng Nomor 30 Tahun 20/4 meEmang
Adminisirasi Pemerntnhan  (Lembaran  Negara
Republik  Indomesia  Tahun 2014  Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momar 5601) sebagaimana telab diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
teritang Penetapan Peraturan Pemerintah  Péngganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjpdi  Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indenesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6836),
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nakional
Tahun 20252045 (Lembaran Negarn  Republik
indonesis Tahun 2024 Namor 194, Tambahan
Letnbiran Negars Repoblik Indonesia Nomor 6987,
Undang-Undang Nomaor 134 Tahun 2024 tentang Kota
Makassar. di Provine Siulawesi Selatan (Lemimran
Negara Kepubhk Indonesia 'lahun 2024 Nomor 320,
Tambehan Lembaran Megara Republi: Indonesia
MNomor 7071);

Peraturan FPresiden Nomor 12 Tehim 2035 tenTang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 |(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);




1L,

13.

14,

15

Peraturan Mented Dalam  Negeti Nomor 86 Tahin
HH7T tentang Tatan Cara FPerencanann, Pengendalion

Dan Evalugsi Pembangunan Daerah, Tota Cam
Evaluasi Rancangan Peratutan  Daerah  tentang
Rentana Pembangunan Janghks Panang Daerah Dan
Rencana Pembangunett Jangks Menengah Daerah,
Serta Tatn Cara Perubshan Fencana Pembangunan
Jangka  Panjang Daersh, Rencana Pembangunan
Jangkda  Menengah  [Daerah, [Dan Fencina.  Kers
Pemerintah Daerah (Berita Negard Republik indoneaia
Tahun 2017 Nomor 1312,

Peraturan Menter Dulam Negerd Nomar 70 Tehun 210
verriame Smtemn Informasi Pepelintalian Daerab [Heriia
wepars Repoblik ndonesin Tahon 2009 Nemor TEL)
Pernturan Mentori Dalam Negerd Nomor 900 Tahun
2019 tentang Klnsifikasi, Kodefikas) Dan Nomenkiatur
Perencanaan Pembangunan dan Keustigan Daerah
iBerita Megara Republik Indonesta Tahon 2019 Nomor
1447, .
Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2020
Nomar 17810

Ferpturan Daerah Kota Makassar Nemor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dun Susunan Perangkal
Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016
Nomor 8 sebagnimana telnh diubah terakhir dengan
Bergturan Daerah Kotn Makassar Nemor B Tabun
2023 tentang Perubahan atas Peraturin [kerab kota
Makassar Nomor & Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Peranghkat Dacrah [Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 8),

Peraturan Thaetah Kota Moakessar Nomor 6 Tabun 2024
teninng Rencina Pembangunan Jangka Panjgng. Dasrah
Koln Ma¥assaT Tahun 20352045 [(Heria: Dasmh  Kolo
Rl e nugtnr Thbown, SHESA M oo )

Peraturan Daerph Kota Makessar Nomer 7 Tahun 2024
trntang  Rencanid Tota Ruang  Wilavah Koth  Makossar
Tahun 2024-2043 (Lembamn DacTah hoto Maknssar Tuihn
2024 Momom Tl

Pemburai Dacrali Kofa Makissar Nomer 3 Tahun 2025
tentung Fencann Pembaogunun Juaigke Meonengah Daemb
Kotn Makpssar Tahun 20252029 (Lembarin Dacrab Kots
Muaknssar Tahun 035 Womor 3 Tambahan Lembamn
Negrn Republik Indonesda Nomaor 3§




Menetapkan:

MEMUTUSKAN;

PERATURAN WAL] KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGEAT DAERAH TAHUN 2025-2029,

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yvang dimalgud dengan:

1.
2.
3.

10,

12,

birerah adalal Kota Makassar
WaliKota adalah Wali Kota Makassar,
Perangkat Daerah adaish onsur pembantu  kepala
duerah dan UPRD daelam penyelenggnronn Urusan
Pemerintahan yang ménjadi kewenangan Daergh
Rencana Strategis Perangkal Baernh vang selan juinya
disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanzan  Perangkat Daerah  antolt
periode 5 {lima} tahunan.
Reéncana Kerja Pemerntah Daerah yang Selanjutnya
digingkat  dengan RKPE ndalah rencanan
pembangunan tahunan Daergh untuk periode 1 {satu)
Cahn
Remwune Kerm Perangknt, Degrmh yang selanjutnya
disebur Renga Perangkat Daerah sdalah  dokumen
perencanaan Perangkat Dasrah untuk periode | [satu)
tahiin
[su Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
Pembangunan Daerah  karena  dampaknye  yang
signifikan bagi Daerah dengan karakterstik bersifar
penting mendasar, mendesak, beriangka:
menengah/Panjang  dan  menentukan  pencapaian
tujuan penyelenggarnan Pemerintaban Dasrah dimasa
vang akan datang.
Kebljakan adalah areh vang diambil oleh Pemernintah
Cmerah ufituk oeEncapal tujuan
Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk
upayi yang berisi satn atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber dave vang disediakan untuk
mencapai hasil vang terukur sestiai dengan misi,
Kinerin adalah cepaian kelusran/hasil/dampak dan
kegialan/program/ sasaran sehubungan dengan
nggunaan sumber daya pembangunan
Indikator kKinerja adalah tanda yang berfungsi sebugai
alatl ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampal.
Pengendalian dan  evaluasi  pembangunan  Daerah
adalah suatu proses pemantauen dan supervisi dalam
penyusunan dan pelaksanasn kebijakan




pembangunan serta menilal hasil realisasi kinera dan
kelangan untuk memastikan  tefcapainys target
secara ekonomis, efigien, dun efektil

13. Pemenntah Daerah adalah Pemernntah Daerah adalah
Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintalian
Daerah  yang meoumpin  pelaksanaan  Urusan
Pemerintehan  vang menjadi  kewenangan  [Dacrsh
etonom

14. Rencana: Pembangunan Jangka Menengah BDaerah
vang selanjutnya disingleat 2PJIMD adalah  dokumen
perencanaan pembangunan dacrah untuk periode 5
{lima) tahun

Fasal 2

Renstra  Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran danl Rencana Pembangunan Jangka Meoengah
Deerah Tahun 2025-2029 vang memuar tujuan, Sasaran;
strategi, arah kebijakan, program dan kegigtan pembangunan
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib dam
Urusan Pemezrintahan pilihan sesual dengan tugns dan fungsi
Perangkar Dacrah '
Pasald

Renstra Perarghkat  Ceerab menjadi pedoman dalam
menyusun Renjp Perangkat Dacrah dan digunakan sehaga
bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasald

(1) Renstra Peranglat Baecrah sebagal  pedoman  dalam
penyusunan RKPD sebagammana dimaksud dalam Pasal
& bertupkan Wtk
a. menjamian kesesuaian antara program, keglatan, sub
kegiatan, lokast kegiatan, kelompok Sasaran, Sera
praldirnon mop yang disusun pada rancangan awal
renja perangkat daerah;
b membangun sistem penilaian Kineru yang terukur,
trnnepera doan aluocabel dan
e menciptaksn mekanisme perencanaan. pengendalian
dan svaluas) Pembangunan yang efeknf dan efisien
(2) Rensira Prrangkat Dasrah sebagaimane dimaksud pada
Ayat (1) meliputi
a. Dinas Kebudnyaan;
b. bDinas Kependadukan dan Pencatatan Sipil;
¢, Dinas Kesehatan;
d. Dinas Ketahanan Pangan;




. Dinas kearsipin;
Dinas Ketenagakerjaam,
Dinas Komunikasi dan Informatike;
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
Dinas Lingkungan Hidugp;
Dinas Pariwisata;
Dinas Pelecaan Limim,
Cinas Pemadam Kebakaran dan Pemyvelamatan;
Dinas- Pemberdayaan Perempuarn dan Perhndungan
Analc
. Dinas Pemuda dan Olahraga,
. Dinas Penanaman Mexial dan Pelayanen Terpadu Satu
Pinru;
, Dinas Penataan BEuang,
Dinas Pendidikan;
Pinas  Pengendalisn  Penduduk dan  Keluargs
Berencana;
Dinas Perdaganpar;
Dinas Perhubungan,
Dinas Perikanan dan Pertanian;
v, Dinas Perpustakaan;
w. Dinas Pertanahan;
% Dinas Perumphean dan Kawasan Permukiman;
¥. Dinas-Soskl;
z Inspektorat Daerah;
an. Sekretariat Dewan Perwakilin Ralvat Daerah Kita
Makassar,
bl Sekretariat Daerah Kota Makassar;
oo, Satunn Polist Pamong Pra g
di. Badan Perencanaan Pembangunan Daerih;
e, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
il. Hadan Riset dan Inovasi Daerah;
ge. Badan Pendapatan Daerah,
hh. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
ii. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asst Daerah;
fi. Badan Xepegawaian dan Pengembangan Sumber
Dayva Manusia Daerah,
kk Kecamatan Biringkanaya;
IL. Kecamatan Bontoala;
mm. Kecamatan Makasear,

nn. Kecamatan Mamajang;

o0, kecamatan Manggels,
Pp- Kecamatan Mariso,

g Kecamatan Panakikukang
rr. Kecamatan Bappocing

E‘.—"._ﬁ"":':‘ip'.-"l'l

= = |

0w

| =S ]




us. Kecamatan Sangkarrang

it Kecamatan Tallo;

uy, Kecamatan Teminlanses;

vv. Kecamatan Tamalate:

ww, Kecamatan Ujung Pandang;
xx. hecamatan Ujung Tanak, dan
v¥. Kecamalan Wajn.

Pasal 5

{1) Dakumen Renstra Peranghkst Daerab sebagaimans

dimaksud dalam Pasal 4 terdin mtas

a habi . pendahuluang

b, babi# - gambaran pelavanan, permasalahan dan
mu sirategis perangkal daerah;

¢. hab.m tijuan, -sasarmn,  stratégl dan  amhb
kebijakan prrangkat dasrah;

d. bab v ;. program, kegiatan, subkegatan dan
kinerja penvelenggara bidang urusan;

e babv | penuotup '

[2) Remstrin Perwnglat Daerah  sebagatmana  dimakosid
pada ayat (1) tercanium  dalsm  Lampiran  vang
merupstlan bagmn tidak terpisshkan darl Persturan
Wali Kota

Fasal G
wali Kota melakukan pengendalian dan evaluas: terfipdap
penyusunan, pelaksanaan, dan  basi] evalussi Renstra
Peranghkat Daersh.

Pasal ¥

Renstra Perangkatl Deerah dapat divbhah apabila:

a. handl  pengendallan  dan  evaluasi | mehunjukkan
ketidaksesunian antara  asums  perercEnaan  Gengan
kondisi eksiting

b hasll pengendalian dan  evaluas) menunjukkan adanya

kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaiah
kinerju simpai defgan tahun beg@alan

©. perubakan Rensira Perangkat [erah dapar dilakukan
tanpa melalul  mahapan  pengendalian  dan  evaluas
pelaksanaan, dalam  hal  terjadi  kebijakan naxionul,
keadaan darurat, keadnan lunr binsa dan perintah dard
prrundang-undangan vang lebih tinggn




d termdi perubaban mendasar: dan/atau
&, perubahan Peranghat Dasmlh,

Pasal &

Pada saat Peraturan Wali Kota ol mula berfakon, makn
Peraturan Wal Kota Nomor 55 Tahun 2021 tentang
Penetaphn Rencana Strategis: Perangkal Daerab Tahun 20021-
2026 [Berita Daevah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 535}
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku

Paasl 9

Peraturan  Wali Kota int mulal  berlaku  pada teoggal
diundanglan

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahlan
pengundangan Perai uran Wall Rota il dengan
penempatannya dalom Hemta Dadrabh Kota Makassar,

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 24




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS SOSIAL

Ji. AR Hakim Mo, S0, Ujung Pandang Baru, Tello Kots Makassar, Sid-Sel Kode Pas- 80211
Telspon (8114448373 Laman T, i e bk g Fos-2| dinsosi@makassarkota. go ikl

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR
NOMOR : 400.9/264/TAHUN 2025

TENTANG
PEMETAPAN INDIKATOR KINERIA UTAMA TAHUN 2025 - 2029
D1 LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

Menimbang : a.bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat
{3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
Nomaor: PER/DS/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utarma di lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (2)
Peraturan Wall Kota Nomor 2034/188.4.45/ Tahun 2025 tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah Daerah Kota
Makassar Tahun 2025-2029;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di
atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial
Kota Makassar Tehun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Momor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 6178);

3, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 6323);

4, Peraturan Presiden Nomor 29 tahon 2014 tentang  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur S5ipil Negars Dan
Reformasi Birokrasi. Momor BE Tahum 2021 tentang Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayvagunaanm Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Momor PER/Z0/M.PANS11/2008 tentang
Pedoman Penyusunan Indikator Utama;

7. Peraturan Daerah ¥eta Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029;

8. Peraturan Wallkota Makassar Momaor 71 Tahun 2023 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Sosial;

9, Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

10. Peraturan Wallkota Makassar Nomor 2034/188.4 45/ Tahun 2025
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lingkup Pemerintah
Daerah Kota Makassar Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR TENTANG
PEMNETAPAN INDIKATOR KINERIA UTAMA DI LINGEUP DINAS SOSIAL
KOTA MAKASSAR TAHUN 2025-2025
Indikator Kinerja Utama di lingkup Dinas Sosial Kota Makassar, dengan
rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU,
merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Malassar

dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen



KETIGA

KEEMPAT

perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan
kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesual
dengan dokumen Rencana Strategis (Reénstra) Dinas Sosial Kota
Makassar tahun 2025-2023;

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU,
disusun dengan mengacu pada Indikator Kinera Utama (IKU)
Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala
Dinas Sosial Kota Makassar tahun 2025-2029,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
|; 03 November 2025

M FRIE, 54, M.SI
. Pﬁﬁtﬁ #Pembina Utama Muda
MIP, 19590330 199903 1 0046
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LAMPIRANI

=

[
Pl

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektlf, transparan dan
akuntabel serta berarientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Mama + H. A BURTE DJUFRIE, 5.P., M.5i
Jabatan 1 KEPALS DIMAS S05IAL

selanjutnva disebut pihak pertama,

Mama : MUNAFRI ARIFUDDIN
Jabatan T WALIKOTA MAKASSAR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua,
Pihak pertama berjanf akan mewujudkan target kinerda yang seharusnya sesuat
lampiran perfanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah sepertl
yang telah ditetapkan datam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung fawab kami,
Pihak kedua akan melakukan supervisl yang diperlukan serta akan melakukan evaluasl
terhadap capadan kinerfa darl parfanjlan ini dan mengambil tindakan yang dipertukan datam
rangka pembedan penghargaan dan sanksi.
Mabkassar, 13 Oktober 2028

Pihak Pertama,

A

H. A. BUKTI DJUFRIE, 5.F, M.5i




LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PERANGEAT DAERAH

s

L L B

Program Rehabilitasi Sosiat

RAp. 4.947.246.508,

Program Perlindungan dan Jaminan Rp. 3.411.069.900,
Sosial

Frogram Penanganan Bencana
Program Pengeiolaan Taman Makam
Pahlawan
Program Penunjang Lirgsan Pemerintaly
Daerah

TOTAL

H'p. I.ﬂi?-ﬂﬂﬁ.mﬂ-‘
F'.F-. E.J:Lj.?g-ﬂ-nn.-

Hp- 1}-41&5?5.?5‘3-'
Rp. 16.462.11.000,-

Makassar, 13 Oktober

Kepala Dinas Sosial,

Mo, Sasaran Strategls Indikator Kinerfa Utama Target
T 3 4
Terwujudnya pelayanan publik vang | Indeks Hf[:imsan Masyarakat 100%
Spmbere’ dan Smart (IKM)
2 | Meningkatnya kualitas aporan Nilal SAKIF Perangkat Daerah e
| kinerja dan kegangan
[ Persentase pengelolaan data 00T
kerniskinan
Persentase pelayanan 100%
Meningkatnya perfindungan sosial | rehabilitasi sosial bagl
masyarakat miskin Peryandang Masalah
Kesefahteraan Sosial (PMKS)
Persentase pelayanan dan o0t
perindungan soslal bagl korban
bencana
PROGRAM ANGCARAN KETERANGAN
1 Program Pémberdayaan Sosial Rp. 1.603.040.232,

2025

(H. &, BUKTI DJUFRIE,

M.S1)
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